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 ABSTRAK 
 
Banyak aspek kerjasama semata-mata bertakwa kepada Allah bekal untuk 
akhirat. Salah satu bentuk kerjasama yang umum di masyarakat adalah jasa 
talangan umroh yang bisa dijadikan suatu usaha yang menguntungkan atau 
sering disebut juga cicilan umroh sangat diperlukan buat kaum muslim yang 
memilki keinginan kuat untuk melaksanakan ibadah umroh namun mereka 
terbatas dengan kondisi keuangannya artinya mereka bisa berangkat umroh 
akan tetapi bayarnya dengan cara diangsur atau dicicil melalui jasa keuangan 
di antaranya PT. FIF (Federal International Finance).  
Dalam hal ini, penulis akan  mencoba  menganalisis akad  qardh wal 
ijărah yang dipakai PT. FIF (Federal International Finance) untuk 
mengurusi seluruh proses pembiayaan talangan  umroh.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik akad 
talangan biaya umroh di perusahaan FIF (Federal International Finance), 
bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad biaya talangan umroh di 
perusahaan FIF (Federal International Finance). Tujuan dari penelitian ini 
untuk mengetahui akad talangan biaya umroh di perusahaan FIF (Federal 
International Finance), untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap 
akad biaya talangan umroh di PT. FIF (Federal International Finance). 
Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) 
yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi 
atau lapangan. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu 
penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu 
yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu. Analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berpikir 
deduktif. Metode berpikir deduktif yaitu menggunakan analisis yang berpijak 
dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian 
diteliti dan kemudian hasilnya dapat memecahkan persoalan kasus 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan praktik akad talangan 
pembiayaan umroh melalui  jasa keuangan  PT. FIF Kotabumi tentang dana 
talangan umroh dengan menggunakan akad Qardh Wal Ijărah. Dalam 
pelaksanaannya praktik pembiayaan talangan umroh di PT. FIF (AMITRA) 
mendapatkan keuntungan ujrah dengan melihat jangka waktu pelunasan 
nasabah bukan mendapatkan dari upah/jasa administrasi yang diberikan PT. 
FIF kepada para nasabah. Pandangan hukum Islam tentang akad talangan 
pembiayaan umroh melalui jasa keuangan  PT. FIF Kotabumi menggunakan 
akad Qardh Wal Ijărah dilihat dari pelaksanaan akad tidak sesuai dengan apa 
yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN No: 29/DSN-MUI/VI/2002 atau 




   
   
 M O T TO 
 
                             
                  
 
Artinya: dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya 
serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Penegasan Judul 
  Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, agar tidak terjadi kesalah 
pahaman dalam makna yang terkandung dalam judul, maka penulis 
memerlukan adanya pembatasan arti kalimat dengan harapan memperoleh 
gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul dari skripsi ini 
adalah “TALANGAN BIAYA UMROH MELALUI JASA KEUANGAN 
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. (Studi Kasus pada PT. Federal 
International Finance Kotabumi Lampung Utara). Adapun beberapa istilah 
yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut : 
1. “Talangan adalah dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran 
terlebih dahulu.”2 
2. Biaya adalah aliran dana atau sumber daya yang dihitung dalam satuan 
moneter yang dikeluarkan guna memenuhi pengeluaran perusahaan.
3
 
3. Umroh adalah mengunjugi Ka‟bah untuk melaksanakan serangkaian 
ibadah (tawaf, sa‟i, dan tahallul) dengan syarat dan ketentuan yang telah 
ditetapkan dalam Al-Qur‟an maupun sunnah Rasulullah SAW.4 
                                                             
 
2
 Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 468.  
 
3
Heri Sudarsono, Istilah Istilah Bank & Lembaga Keuangan Syari‟ah (Jakarta: 
Djambatan, 2004),  hlm. 111.  
 
4
A. Solihin As Suhaili, Kitab Super Lengkap Tuntunan Haji dan Umroh (Jakarta: Cahaya 
Ilmu, 2015), hlm. 45. 
 4. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang 
mendatar yang sebagaimana terlihat oleh mata dengan tiga dimensi 
(panjang, lebar, dan tingginya) serta sudut pandang.
5
 
5. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan 
sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan 
diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.
6
 
6. PT. Federal International Finance (FIF) adalah jasa keungan dan  
perusahaan pembiayaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Astra. Bisnis FIF 
awalnya difokuskan pada pembiayaan konvensional dan syariah untuk 
mendukung penjualan ritel sepeda motor Honda.
7
 
     Berdasarkan pengertian diatas,dapat disimpulkan bahwa maksud tujuan 
skripsi ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem 
pembiayaan talangan umroh yang dilakukan di perusahaan FIF (Federal 
International Finance). 
B. Alasan Memilih Judul 
 Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini adalah: 
1. Secara Objektif 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan talangan umroh yang 
dilakukan oleh pihak nasabah dan jasa keuangan PT. FIF (Federal 
International Finance) di Kotabumi. 
                                                             
 
5
Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op. Cit, hlm. 1062. 
 
6
Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial (Jakarta: Penamadani, 
2005), hlm. 6. 
7
https://www.astra.co.id/Business/Financial-Services/Motorcycle-Financing/FIFGROUP 
 b. Untuk mengetahui pandangan Islam mengenai biaya umroh yang 
dibiayai oleh perusahaan pembiayaan yang bersifat tiba. 
2. Secara Subjektif 
a. Penelitian ini merupakan salah satu permasalahan yang sesuai dengan 
disiplin ilmu yang penyusun pelajari di bidang Hukum Ekonomi Syari‟ah 
(Muamalah), Fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung. 
b. Permasalahan ini belum pernah dibahas dalam judul skripsi tahun 
sebelumnya, khususnya di Fakultas Syari‟ah. 
C. Latar Belakang Masalah 
 Dalam kehidupan bermuamalah manusia selalu berhubungan satu sama 
lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia yang tidak 
terbatas akan tetapi alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas mendorong 
manusia untuk selalu berusaha mencari sumber kebutuhan. Apabila manusia 
hanya mengandalkan dirinya sendiri, tentulah pemenuhan kebutuhan tidak 
akan terwujud, dengan demikian manusia harus saling tolong-menolong dan 
saling bertukar keperluan melalui kerjasama atau sesuai dengan hukum-
hukum seperti firman Allah SWT di dalam Al-Qur‟an surat  Al-Maidah ayat 




                       
                            
                    
                      
              )  ة دئ امل ا  : ) 
 
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-
bulan haram, jangan (mengganggu) binatan g-binatang had-ya, dan 
binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang 
yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan 
dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka 
bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada 
sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari 
Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan 
tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-
Nya.”.8(Q.S Al-Maidah : 2)  
   Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia membutuhkan manusia yang 
lain dalam menjalankan kehidupan, maka tidak dapat dipungkiri akan terjadi 
kerjasama dalam mencapai sebuah tujuan. Banyak aspek kerjasama di atas 
semata-mata bertakwa kepada Allah bekal untuk akhirat. Salah satu bentuk 
kerjasama yang umum di masyarakat adalah jasa talangan umroh yang bisa 
dijadikan suatu usaha yang menguntungkan, misalnya dana talangan umroh 
atau sering disebut juga cicilan umroh sangat diperlukan buat kaum muslim 
yang memilki keinginan kuat untuk melaksanakan ibadah umroh namun 
                                                             
 
8
Departemen Agama  RI, Al-Quran Tajwid & Terjemah (Bandung : CV Penerbit 
Diponegoro, 2010). 
 mereka terbatas dengan kondisi keuangannya artinya mereka bisa berangkat 
umroh namun bayarnya dengan cara diangsur atau dicicil melalui jasa 
keuangan di antaranya PT. FIF (Federal International Finance). 
Realisasi ekonomi dalam upaya menerapkan tujuan pembangunan nasional 
sebagai bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam 
pengembangan sistem ekonomi yang sesuai dengan syari‟ah pada berbagai 
lembaga jasa keuangan. Sebagai perusahaan pembiayaan pertama yang 
memiliki platform Syariah, PT. FIF (Federal International Finance), telah 
memberangkatkan ratusan jamaah ke tanah suci untuk mengikuti perjalanan 
ibadah umroh, baik umroh regular maupun umroh plus sesuai dengan akad 
syariah yang sudah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah. Akad yang 
digunakan dalam produk talangan umroh adalah Qardh wal ijărah, yang 
mana akad ini merupakan gabungan dari dua akad sekaligus, yaitu Qardh 
(Pembiayaan/talangan) dan ijărah (Sewa) dalam hal ini sewa yang dimaksud 
dalam akad ijărah adalah sewa atau bisa disebut ujrah (upah).9 
Upah  dalam Islam masuk juga ke dalam ijărah sebagaimana perjanjian 
kerja, menurut bahasa ijărah berarti ”upah” atau “ganti” atau imbalan, karena 
itu lafadz ijărah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas 
pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena 
melakukan sesuatu aktifitas,
10
 maka dari itu nasabah tetap dimintai ujrah, 
sebagai pengganti biaya jasa keuangan PT. FIF (Federal International 
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 Finance) untuk mengurusi seluruh proses pendaftaran umroh berdasarkan 
pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya. 
Sementara telah diketahui bersama bahwa ujrah adalah representasi dari akad 
Ijărah. Pembiayaan pada produk talangan umroh dilaksanakan guna 
memenuhi permintaan pasar yang sedang berkembang. 
Dalam pelaksanaan obyek talangan biaya umroh pada jasa keuangan (FIF) 
di Kotabumi menunjukkan jika uang muka (Down Payment) yang diberikan 
kepada pihak jasa keuangan FIF kecil maka angsuran yang diberikan dari 
pihak jasa FIF akan tergantung pada nasabah dalam lama pelunasan. Semakin 
lama nasabah mengambil angsuran maka keuntungan (provit) yang diperoleh 
pihak jasa keuangan akan besar begitupun sebaliknya.
11
 
Dari latar belakang diatas, penulis ingin memaparkan permasalahan 
tersebut dengan judul “Talangan Biaya Umroh Melalui Jasa Keuangan 
Perspektif Hukum Islam”. (Studi Kasus pada FIF Kotabumi Lampung 
Utara). 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis simpulkan rumusan 
masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana Praktik akad Qardh wal ijărah terhadap talangan biaya umroh 
di perusahaan FIF (Federal International Finance) ? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad biaya talangan umroh 
di perusahaan FIF (Federal International Finance) ? 
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 E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui akad talangan biaya umroh di perusahaan FIF 
(Federal International Finance). 
b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap akad biaya 
talangan umroh di PT. FIF (Federal International Finance). 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Agar masyarakat mengetahui tentang hukum talangan umroh yang 
mengandung unsur riba. 
b. Agar masyarakat mengetahui praktik pembiayaan talangan umroh 
yang dilakukan oleh PT. FIF (Federal International Finance). 
c. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi 
tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari‟ah UIN 
Raden Intan Lampung. 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 
 Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) 
yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari 
lokasi atau lapangan.
12
 Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian 
dengan berkunjung langsung ke PT. FIF Group cabang Lampung Utara 
untuk melakukan wawancara dengan pihak perusahaan yang sudah 
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 memberikan jasa talangan biaya umroh ini sebagai tempat penelitian. Sifat 
penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang 
bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi 
objek, gejala atau kelompok tertentu.
13
 Dalam kaitannya dengan penelitian 
ini adalah mendeskripsikan praktik pembiayaan talangan umroh yang 
dilakukan oleh PT. FIF (Federal International Finance). 
2. Sumber Data 
   Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Sumber 
data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain : 
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil 
penelitian dilapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau 
digambarkan sendiri. Dalam hal ini peneliti memperoleh secara 
langsung data dari para pihak PT. FIF (Federal International Finance) 
dan masyarakat yang menggunakan talangan umroh di PT. FIF 
(Federal International Finance)  cabang Kotabumi. 
b. Data Sekunder, yaitu kesaksian atau data yang tidak berkaitan 
langsung dengan sumbernya yang asli.
14
 Data sekunder dalam 
penelitian ini diperoleh dari kepustakaan,mbuku-buku maupun data-
data tertulis yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini. 
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 3. Popilasi dan Sampel  
a. Populasi 
   Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang 
memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai 
yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, 
dan media sebagainya.
15
 Populasi dalam penelitian ini adalah 
keseluruhan masyarakat FIF cabang kotabumi Lampung Utara yang 
melakukan Talangan Biaya Umroh melalui Jasa Keuangan. 
b. Sampel 
    Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih mengikuti 
prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi. Untuk 
menentukan ukuran bila subjeknya kurang dari 100 lebih baik 
diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 
populasi.  Menurut Arikunto, apabila populasi penelitian berjumlah 
kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah semuanya, namun 
apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel 
dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.
16
 Oleh karena 
itu, pada penelitian ini diperoleh jumlah nasabah dan karyawan PT. 
FIF sebanyak 100 orang. Sampel yang diambil pada penelitian ini 
adalah 10% dari jumlah populasi maka sampel yang di peroleh pada 
penelitian ini  berjumlah 15 orang (Putri Auliana, Roganda, Haidir, 
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 Khusnawati, Lili, Sugianto, Boti, Nasrun, Herman, Sumiati) yang 
seluruhnya akan dijadikan sampel sebagai bahan dari penelitian. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
  Seorang peneliti harus dapat memilih dan menentukan metode yang 
tepat dan mungkin dilaksanakan (feasible) guna mencapai tujuan 
penelitiannya. Karena itu, seorang peneliti perlu mengenal berbagai metode 
ilmiah dan karakteristiknya. Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses 
pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data 
merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Untuk 
mengumpulkan data dari sumber data, maka penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut : 
a. Wawancara  
 Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah 
dengan menggunakan daftar pertanyaan, yang dimaksudkan untuk 
mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok 
permasalahan yang penulis teliti.
17
 Data yang peneliti dapat 
merupakan hasil wawancara peneliti kepada para pihak yang ikut 
serta dalam talangan umroh dan juga kepada pihak PT. FIF (Federal 
International Finance)  cabang Kotabumi. 
 
b. Dokumentasi  
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   Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 
berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan 
sebagainya
18
 yang berhubungan dengan praktik pembiayaan talangan 
umroh di PT. FIF (Federal International Finance). 
5. Teknik Pengolahan Data 
   Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah 
pengolahan data. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara  
a. Pemeriksaan data (editing) yaitu mengoreksi apakah data yang 
terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai 
dengan masalah. 
b. Penandaan data (coding) yaitu memberikan catatan atau tanda yang 
menyatakan jenis sumber data ( buku literatur, peraturan dalam ilmu 
kedokteran, atau dokumen) pemegang hak cipta (nama penulis, 
tahun, penerbitan) atau urutan rumusan masalah (masalah A, 
masalah kedua B, dan seterusnya). 
c. Rekontruksi data (rekontrucing) yaitu menyusun ulang data secara 
teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan 
diimplementasikan. 
d. Sistematis data (sistematizing) yaitu menempatkan data menurut 
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 6. Teknik Menganalisa Data 
   Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif 
dengan pendekatan berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif yaitu 
menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau 
fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan kemudian hasilnya 
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 BAB II 
LANDASAN TEORI 
A.  Umroh 
  Umroh berasal dari bahasa Arab yaitu i‟tamara berarti berkunjung atau 
ziarah. Kata ini juga berarti meramaikan tanah suci Mekah yang disitu 
terletak Masjidil Haram dan di dalamnya terdapat Ka‟bah. Namun 
demikian, umroh dalam konteks ibadah tidak sekedar berarti meramaikan, 
melainkan lebih dari itu, yaitu orang melaksanakannya dituntut agar dapat 
mengambil manfaat dari umrohnya, karena sebagaimana haji, aktivitas 
umroh merupakan refleksi dari pengalaman hamba-hamba Allah, yaitu 
Ibrahim As. dan putranya Ismail as.
21
 Kata umroh dengan arti meramaikan 
sama maknanya dengan kata makmur diambil dari bahasa Arab ma‟mŭr 
dalam bahasa Indonesia. Kata makmur sendiri seakar dengan kata umroh. 
Kata ini bukan hanya berarti ramai, tetapi juga mengandung makna 
mensejahterakan atau membuat sejahtera. Dalam konteks ini, umrah bukan 
hanya sekedar meramaikan tempat-tempat suci yang dalam istilah al-Qur‟an 
disebut dengan sya‟airillah (monument-monumen Allah), yakni Ka‟bah, 
makam Ibrahim, Shafa dan Marwah. Tetapi lebih jauh dari itu, menghormati 
monumen-monumen Allah itu sebagai cerminan takwa seseorang.
22
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          Sedangkan menurut terminologi, umroh adalah sengaja berziarah ke 




1. Rukun Umroh 
  Menurut ulama mazhab Măliki dan Hambalĭ, umroh mempunyai 
tiga rukun yaitu, ihrăm, tăwaf, dan sa‟i antara bukit Shafa dan Marwah. 
Sementara ulama mazhab Syăfi‟i menambahkan dua rukun umroh lagi, 
sehingga keseluruhannya menjadi lima. Kelima rukun itu adalah ihrăm, 
tăwaf, sa‟i, mencukur atau memotong rambut dan tertib. 
   Berbeda dengan pendapat sebelumnya, ulama mazhab Hanăfi 
menetapkan bahwa rukun umrah hanya satu, yaitu melakukan 
tăwafmengelilingi Ka‟bah sebanyak empat kali putaran. Sedangkan tiga 
putaran lagi dikelompokkan pada wajib umrah. 
Adapunihrămmerupakan syarat bagi umroh. Sementara sa‟i dan 
mencukur atau memotong rambut termasuk wajib umrah.Rukun  dalam  
ibadah  umroh  dibagi  menjadi empat bagian  yang  mana tidak sah  
suatu  ibadah  umroh  jika  tidak  mengerjakan  rukun-rukun  tersebut,  
rukun umroh antara lain : 
a. ihrăm. 
b. tăwaf. 
c.   Să`i. 
d. Tahallul. 
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 a. Ihrăm 
          Bagi orang yang hendak beribadah umroh, maka ia wajib melakukan 
ihrăm karena hal tersebut bagian dari rukun umroh. 





Tidak ada perbuatan yang dilakukan dengan sadar tanpa adanya 
niat. Niat sebagai motivasi dari perbuatan, dan niat merupakan hakikat 
dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain jika berihrăm dalam keadaan 
lupa atau main-main tanpa niat maka ihramnya batal. 
2) Talbiyah 
Lafadz Talbiyah adalah : 
“Labbaikallaahumma labbaika, labbaika lăa syarĭika laka labbaika, 
innal hamda wanni‟mata laka wal mulka lăa syarĭika laka”. 
Waktu membaca talbiyah bagi orang yang berihram, dimulai dari 
waktu ihram dan disunnahkan untuk membaca terus sampai melempar 
jumrah `aqobah. 
3) Memakai pakaian ihrăm 
      Para ulama madzhab sepakat bahwa lelaki yang ihrăm tidak 
boleh memakai pakaian yang terjahit, dan tidak pula kain sarung, 
juga tidak boleh memakai baju dan celana, dan tidak boleh pula yang 
menutupi kepala dan wajahnya. Kalau perempuan harus memakai 




 penutup kepalanya, dan membuka wajahnya  kecuali kalau takut 
dilihat lelaki dengan ragu-ragu. Perempuan tidak boleh memakai 
sarung tangan, tetapi boleh memakaisutera dan sepatu. 
Para ulama madzhab sepakat bahwa lelaki yang ihrăm tidak boleh 
memakai pakaian yang terjahit, dan tidak pula kain sarung, juga 
tidak boleh memakai baju dan celana, dan tidak boleh pula yang 
menutupi kepala dan wajahnya.Kalau perempuan harus memakai 
penutup kepalanya, dan membuka wajahnya  kecuali kalau takut 
dilihat lelaki dengan ragu-ragu. Perempuan tidakboleh memakai 
sarung tangan, tetapi boleh memakaisutera dan sepatu. 
Hal-hal yang disunnahkan pada waktu hendak ihrăm :25 
a) Membersihkan badan 
b) Memotong kuku 
c) Mencukur 
d) Melakukan salat ihrăm 
e) Melebatkan rambut 
f) Memakai wangi-wangian 
 
Hal-hal yang dilarang dalam ihrăm: 
a) Kawin 
b) Bersetubuh  
c) Memakai wangi-wangian 
d) Bercelak  
e) Memotong  kuku 
f) Memotong Rambut 
g) Menebang Pohon 
h) Melihat dirinya dalam cermin 




 i) Memakai Pacar 
j) Memakai Payung  
k) Berbuat kefasikan dan bertengkar 
b. Tawăf 
      Tăwaf merupakan salah satu dari rukun umrah yang wajib di 




1) Tawăf Qudum 
  Tawăf ini dilakukan oleh orang-orang yang jauh(bukan orang 
mekkah dan sekitarnya) ketika memasuki mekkah, tawăf ini 
menyerupai solat dua rakaat tahiyat masjid. Tawăf ini hukumnya 
sunnah, dan yang meninggalkannya tidak dikenakan apa-apa. 
2) Tawăf Ziarah 
Tăwaf ini juga dinamakan tawăf ifădhah. Tawăf ini dilakukan oleh 
orang yang haji (bukan orang yang umrah) setelah melaksanakan 
manasik di Mina, dinamakan tăwaf ziarah karena meninggalkan Mina 
dan menziarahi baitullah. Tapi juga dinamakan tăwafifãdhah karenaia 
telah kembali dari Mina ke Mekkah. 
3) Tăwaf Wadă‟ 
Tawăf ini merupakan perbuatan yang terakhir yang dilakukan oleh 
orang yang haji ketika hendak melakukan perjalanan meninggalkan 
Mekkah. 
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 c. Să‟i 
 Ulama` sepakat bahwa să`i dilakukan setelah tawăf. Orang yang 
melakukan să`i sebelum tawăf.  maka ia harus mengulangi lagi(ia harus 
berttawăf.  kemudian melakukan să`i). 
Terdapat hal-hal yang disunnahkan bagi orang yang sedang melakukan 
să`i diantaranya : 
1) Disunnahkan menaiki bukit Shafa dan Marwah serta berdo`a diatas 
kedua bukit tersebut sekehendak hatinya, baik masalah agama maupun 
dalam masalah dunia sambil menghadap ke Baitullah. 
2) Melambaikan tangan ke Hajar Aswad 
3) Minum air Zam-zam.  
4) Menuangkan sebagian air ke tubuh. 
5) Keluar dari pintu yang tidak berhadapan dengan Hajar Aswad 
6) Naik ke bukit Shafa, menghadap ruknul Iraqi, berhenti lama di Shafa, 
dan bertakbir kepada Allah sebanyak tujuh kali.
27
 
Barang siapa yang tidak mampu melakukan să`i walau dengan 
mengendarai kendaraan, maka hendaklah meminta orang untuk 
mewakilinya, dan hajinya tetap sah. Boleh menoleh ke kanan, ke kiri, ke 
belakang ketika pergi dan pulang(kembali).Orang yang menambah lebih 
tujuh kali dengan sengaja, maka să`i-nya dianggap batal, tetapi tidak batal 
kalau lupa. Apabila ragu-ragu dalam jumlah maka să`i-nya tetap dianggap 
sah, dan tidak diwajibkan sesuatu apa-apa baginya. 
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    Kalau ia ragu apakah memulai dari Shafa, yang berartisă`i-nya sah, 
atau mulai dari yang lain menjadikan să`i-nya batal, maka hal ini perlu 
diperhatikan jika orang yang ragu tersebut dalam hal jumlah dan bilangan, 
tidak mengetahui berapa kali ia melakukannya makasă`i-nya batal. Tapi 
kalau ia benar-benar mengetahui berapa kali ia telah berjalan dan hanya 
ragu darimana ia memulai, maka kalau jumlah yang dilakukannya itu 
genap apakah dua kali, empat kali, atau enam kali dan ia sedang berada di 
Shafa atau sedang menghadap ke Shafa, maka să`i-nya sahkarena ia 




Menurut pendapat Imamiyah kalau orang yang melakukan umroh 
Tamattu` telah selesai ber-să`i, ia harus menggunting rambutnya, namun 
tidak boleh mencukurnya. Bila ia telah memotongnya, maka apa yang 
diharamkan baginya telah menjadi halal. Tapi kalau telah mencukurnya, 
maka ia harus membayar kifarah berupa seekor kambing. Tapi kalau ber-
umroh Mufrodah, maka ia boleh memilih antara menggunting atau 
mencukur, baik ia mengeluarkan kurban atau tidak. 
Tetapi kalau meninggalkan menggunting rambut itu dengan sengaja 
sedangkan ia bertujuan untuk melakukan haji tamattu` dan ber-ihrăm 
sebelum menggunting rambut, maka umrohnya batal. Ia wajib melakukan 
haji ifrad. Maksudnya melakukan amalan-amalan haji, kemudian 
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 melakukan umrah mufradah setelah amalan-amalan haji itu. Dan lebih 
utama adalah mengulangi haji lagi pada tahun yang akan datang. 
2. Wajib dan Sunnah Umroh29 
   Semua yang wajib dalam haji adalah wajib pula dalam umroh. 
Demikian juga yang sunnah dalam umroh. Demikian juga yang sunnah 
dalam haji adalah sunnah dalam masalah ihrăm, rukun-rukun, wajib-wajib, 
sunnah-sunnah, hal-hal yang haram dan makruh dilakukan dan yang 
membatalkan kecuali menurut pendapat Malikiyah. 
Wajib umrah ada dua, yaitu : 
a.  Ber-ihrăm dari Miqat 
b. Menghindari dan menjauhi hal-hal yang diharamkan selama ber-ihram. 
Sunnah umrah: 
Berikut hal-hal yang disunnahkan kepada jamaah umroh 
a. Mandi sunnah sebelum ber-ihrăm 
b. Salat sunnah ihrăm sebanyak dua rakaat. 
c. Membaca Talbiyah, shalawat Nabi, dan doa. 
d. Mencium Hajar Aswad. 
e. Salat sunnah di Maqam Ibrahim 
f. Salat sunnah di Hijr Ismail. 
g. Berdoa di Multazam. 
h. Minum air Zam-zam. 
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 3. Syarat Umroh 
Secara umum, syarat-syarat haji dan umroh adalah sama, yaitu: 
a. Islam 
Orang (non muslim) di larang memasuki tanah suci. Jika dia 
berkunjung ke tanah suci bahkan mengikuti ibadah haji atau umrah 
seperti tăwaf dan să'i maka perjalanan haji atau umrohnya hanya 
sebatas melancong saja. 
b. Baligh 
Anak kecil tidak diwajibkan berhaji atau pun umroh, baik yang 
sudah Mumayyiz maupun yang belum. Jika sudah Mumayyiz 
pelaksanaan haji atau umroh maka sah, tetapi pelaksanaan haji atau 
pun umroh yang sebelum Mumayyiz itu merupakan sunnah dan 
kewajiban melaksanakan haji atau pun umroh tidak gugur. Setelah 
baligh dan bisa atau mampu, ia wajib melaksanakan haji atau pun 
umroh lagi, menurut kesepakatan ulama mazhab. 
c.  Berakal sehat 
  Orang gila sebenarnya tidak mempunyai beban atau bukan 
seorang mukallaf. Jika para pelaksana ibadah haji atau umroh dapat 
melaksanakan kewajiban yang dilakukan oleh orang yang berakal, 
maka haji atau umrohnya itu tidak diberi pahala dari kewajiban itu, 
sekalipun pada waktu itu akal sehatnya sedang datang kepadanya. Tapi 
kalau gilanya itu musiman dan bisa sadar (sembuh) sekitar 
 pelaksanaan haji atau umroh, sampai melaksanakan kewajiban dan 
syarat-syaratnya dengan sempurna, maka dia wajib melaksanakannya. 
d. Merdeka 
Maksud dari merdeka ini adalah tidak berstatus sebagai budak 
(hamba sahaya di masa Rasulullah S.A.W yang di masa modern ini 
hampir tidak ditemukan di dunia). Istilah merdeka juga bisa diartikan 
bebas dari tanggungan hutang dan tanggungan nafkah keluarga yang 
ditinggalkan 
e. Istithă‟ah (mampu) 
Secara sepakat para ulama mazhab menetapkan bisa atau mampu 
itu merupakan syarat kewajiban haji atau pun umroh.
30
 
4. Dasar Hukum Umroh 
Para ulama Fikih sepakat bahwa ibadah haji dan umrah adalah wajib 
hukumnya bagi setiap muslim  yang mempunyai kemampuan biaya, fisik 
dan waktu, sesuai dengan nash Al-Qur‟an:   
.......                          
                          
    نارمعلاا() 
 
Artinya: Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) 
maqam Ibrahim Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi 
amanlah dia mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, 
Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. 
Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah 
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Ibid, hlm. 290 






                          
                       
                              
                         
                            
                  ةرقب لاا() 
 
Artinya:Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika 
kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka 
(sembelihlah) korbanyang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur 
kepalamu,sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada 
di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia 
bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau 
bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka 
bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan 
haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika 
ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib 
berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu 
telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu 
(kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak 
berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk 
kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 
sangat keras siksaan-Nya.(QS. Al-Baqarah : 15) 
 
Kewajiban haji hanya sekali dalam seumur hidup, sedangkan haji 
berikutnya hukumnya sunah sabda Rasulullah SAW: 
                                                             
31
Departemen Agama RI, AL-Quran Tajwid & Terjemah (Bandung: CV Penerbit 
Diponegoro, 2010) 
 عَّوَطَت َوُه َف َداَز حنَمَف ٌةَّرم ُّج َحلَْأ ( ةاور ,اسن,دحما :نبا ةجام)  
Artinya :“Haji itu wajibnya hanya satu kali, dan selebihnya  adalah 
sunnah”. (HR. Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah).32 
Apabila sudah memiliki bekal yang cukup untuk berangkat haji, 
segera berangkat menunaikannya karena kamu tidak tahu apa yang akan 
terjadi esok hari. Sabda nabi. 
وَل ُضِر حع َياَم ِىر حدَتَلا حمَُكدَحَا َّنِاَف َةَضحِيرَفحلاىِن حع َي ِّج َحلْاَىِلا ا حوُل َّجَع َت 
(ةاور)دحما : 
 Artinya : “Bersegeralah kamu menunaikan ibadah haji, yakni 
menunaikan kewajiban, maka sesungguhnya kamu tidak mengetahui 
sesuatu yang akan datang (yang akan terjadi)”. (HR. Ahmad). 33 
Lebih dari itu, bagi orang yang sudah mampu tapi enggan berangkat 
menunaikan ibadah haji, maka baginya mati Yahudi atau Nasrani, sabda 
nabi. 
 اِِّيناَر حصَن حَوااِّيِد حوُه َي َتاَم ُهُّرُضَي َلاَف ِللها َتحي َب َّجَُيَ َحلَو ًةَلِحَارَو ًدَاز َكَلَم
(ةاورزمرات :ي) 
                                                             
 
32Imam Abi Khusaini Muslim Bin Hajar Hajj‟i Nisaburiy, Sahih Bukhori no. 2195 dan 
Muslim no. 1552. 
 
33
Abdurahman Al-Jazairy, Khitabul Fiqh „Alal Madzahib al-Arba‟ah, Juz II (Beirut: 
Darul Kutub Al-Ilmiah,1990), h.134 
 Artinya : “Barang siapa yang telah memiliki bekal dan kendaraan 
(sudah mampu), dan ia belum haji ke Baitullah maka tidak ada yang 
menghalangi baginya mati Yahudi atau Nasrani”. (HR. Tirmidzi).34 
 
B. Pengertian Ijărah  
 Sebelum mengetahui pengertian yang lebih dalam mengenai sebuah 
akad sewa menyewa/upah maka yang paling utama yang harus kita ketahui 
terlebih dahulu adalah definisi mengenai akad itu sendiri, karena sewa 
menyewa atau ijărah adalah merupakan salah satu akad yang ada dalam 
muamalah. Dalam Islam setidaknya ada dua istilah yang berhubungan 
dengan perjanjian, yaitu al-aqdu (akad) dan al-ahdu (janji). Pengertian 
akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat.
35
 
Dikatakan seperti itu maksudnya adalah menghimpun atau 
mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang 
lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.
36
  
Proses perikatan yang telah disebutkan di atas tidak terlalu berbeda dengan 
proses perikatan yang diutarakan oleh Subekti yang didasarkan pada KUH 
Perdata. Subekti memberi pengertian perikatan adalah suatu perhubungan 
hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu 
berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain 
berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.   
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Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillahthuhu, Jilid 2, Penerjemah Abdul Hayyir 
al-Katani (Jakarta: Gema Insani,2011), h. 25. 
35Ruslan Abdul Ghofur, “Kontruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan 
Syariah di Indonesia”, Jurnal Al-Adalah, Vol. XII,No. 3, 3 Juni 2015, (online) tersedia di : 
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/203. (10 Januari 2019), h 498. 
36
Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 44-45 
 Sedangkan pengertian perjanjian menurut Subekti adalah suatu 
peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang 
saling berjanji terhadap suatu hal.
37
 Untuk terpenuhinya sebuah akad, 
maka dalam sebuah perikatan haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai 
berikut: 
1. Al-aqdu (perjanjian), yaitu sebuah pernyataan dari seseorang untuk 
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada 
sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat bagi 
orang yang menyatakan untuk melaksanakan janjinya tersebut.
38
 
2. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju pihak kedua untuk melakukan 
atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang 
dinyatakan oleh pihak pertama. Dan persetujuan tersebut harus sesuai 
dengan janji pihak pertama.  
3. Apabila kedua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak 
maka terjadilah apa yang dinamakan sebagai aqdu. 
                            
                    ةدءائم لا() 
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika 
kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-
hukum menurut yang dikehendaki-Nya”(Al-Maidah :1)39 
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Subekti,Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Pradnya 
Paramita, 2001) 
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Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm. 44-45 
39
Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006). 
 h. 13, 
    Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang beriman 
memenuhi akad antar mereka. Akad ini disebutkan secara umum. Dan tidak 
menunjukan akad tertentu. Artinya secara prinsip semua akad diperbolehkan 
oleh Allah, lalu setiap mukmin wajib untuk memenuhi akad-akad tersebut. 
Termasuk jual beli sewa menyewa dan nikah. Dan segala yang termasuk 
kedaalam kategori akad jika terdapat perbedaan mengenai boleh tidaknya 
suatu akad, sah dan berlakunya suatu nadzar. Ayat diatas dapat dijadikan 
suatu dalil karena keumumnya tersebut menunjukan kebolehan segala bentuk 
akad, termasuk akad pinjam-meminjam (kafălăh), sewa-menyewa/upah, jual-
beli, dan sebagainya. 
    Menurut Musthafa Ahmad Al-Zarqa‟ menawarkan sejumlah hal yang 
dipandang sebagai rukun oleh fuqaha jumhur terhadap sebuah akad. Al 
Zarqa‟ menyebut rukun tersebut dengan muqawimat akad (unsur penegak 
akad) yang terdiri dari: 
a. Al Ăqidain  
  Para pihak yang melakukan akad disebut dengan Ăqidain. Subyek 
hukum ini terdiri dari dua macam yaitu manusia, dan badan hukum. 
Manusia yang dapat dibebani hukum ialah bagi mereka yang sudah 
mukallaf atau orang yang dianggap sudah mampu bertindak hukum, baik 




 b. Mahallul Aqad (obyek akad)  
   Ialah sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikenakan kepadanya 
akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk obyek akad tersebut dapat berupa 
benda berwujud seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud 
seperti manfaat dari sesuatu. Dan semua obyek tersebut dapat dibenarkan 
oleh syariat.  
c. Maudhu‟ul Aqad (tujuan akad)  
   Menurut ulama Fikih tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai 
dengan ketentuan syari‟ah tersebut. Apabila para pihak melakukan 
perikatan dengan tujuan yang berbeda, namun salah satu pihak memiliki 
tujuan yang bertentangan dengan hukum islam dengan diketahui pihak 
yang lainnya, maka pernikahan itupun haram hukumnya.  
d. Sighat Aqad (ijab dan kabul)  
 Ijab dan kabul ialah ungkapan para pihak yang melakukan akad. Ijab 
adalah suatu pernyataan atau janji atau penawaran dari pihak pertama 
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu 
pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan 
oleh pihak pertama. Ulama fikih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan 
ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, atau Pihak-pihak yang 




                                                             
40Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli dalam Perspektif 
Fikih dan Praktiknya di Pasar Indonesia”, Jurnal Al-Adalah, Vol. XII, No. 04, 4 Desember 2015, 
(On-line) tersedia di : http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214. (10 
Januari 2019),  h 739. 
    Sewa menyewa dalam bahasa Arab di istilahkan dengan “Al-Ijărah” 
berasal dari kata “al-Ajru” menurut bahasa artinya adalah “Al-Iwădh”. 
Dalam bahasa Indonsia diartikan sebagai ganti dan upah
41
. Dalam Kamus 
Umum Bahasa Indonesia kata sewa mempunyai arti pemakaian sesuatu 
dengan membayar uang
42
. Sedangkan menurut istilah, sewa (al ijărah) 
adalah menyerahkan (memberikan) manfaat dengan jalan penggantian.
43
 
    Dengan demikian, menyewakaan dua jenis mata uang (emas dan 
perak), makanan untuk di makan, barang yang ditakar lalu ditimbang 
tidaklah sah, karena jenis-jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan, 
kecuali dengan mengggunakan barang itu sendiri. Begitu juga dengan 
menyewa sapi, domba atau onta untuk diambil susunya atau anaknya 
(jika beranak), tidaklah sah. Karena penyewaan adalah pemilikan 
manfaat bukan pemilikan barang/benda. Perbedaan hal ini jika antara 
hewan tersebut diambil manfaatnya misalnya sapi digunakan untuk 
membajak sawah, maka sewa menyewa semacamnya hukumnya sah. 
    Ijărah adalah adalah “pemiilikan jasa dari seseorang yang 
menyewakan (muajjir) oleh orang yang menyewa (mustajir), serta 
pemilik harta dari pihak mustajiroleh seorang muajjir.
44
 Dengan 
demikian ijărah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan 
disertai kompensasi tertentu pula.  
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Hendi Suhendi. Op.Cit, h.14 
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WJS. Poerwadarminto, Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Balai 
Pustaka, 1976), Cet X, H, 937. 
43
Helmi Karim, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm.29 
44
Taqyuddin An-Nabhani, Membangun System Ekonomi Alternativ Persepektif Islam, 
(Surabaya: Risalah gustu, 1996 ), hlm. 83 
       Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 
ijărah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat). Atas suata barang 
atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah, tanpa 
dikuti dengan pemindahan atas barang itu sendiri.
45
 
     Ulama Mazhab Măliki menjelaskan bahwa ijărah adalah dua kata 
yang semakna dan searti, hanya saja mereka mengatur dalam pemberian 
nama dan perjanjian atas manfaat manusia dan sebagai barang yang 
dipindahkan seperti bekakas rumah tangga, pakaian, dan bejana serta 
semisalnya dengan istilah ijărah.46 
    Sedang menurut Labib Mz yang dimaksud ijărah adalah 
memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil 
manfaatnya dengan atas penggunaan manfaat barang yang telah 
dipergunakan dengan beberapa syarat dan rukun tertentu.
47
 
      Kelompok Hanăfiah mengartikan ijărah dengan akad yang berupa 
pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan 
pembayaran dalam jumlah yang di sepakati
48
.  Jumhur Ulama Fikih 
berpendapat bahawa ijărah adalah menjual manfaat dan yang boleh 
disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karna itu, 
merekamelarang menyewakan pohon untuk di ambil buahnya, airnya, 
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       Berdasarkan definisi diatas, bahwa sewa menyewa adalah 
memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk di ambil 
manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati oleh orang yang 
menyewakan dan oleh orang yang menerima. Dimana orang yang 
menerima barang itu harus memberikan imbalan bayaran sebagai atas 




1. Landasan Hukum Akad Ijărah  
  Dasar-dasar hukum atau rujukan ijărah adalah Al-Quran, Al-Sunah 
dan Al-Ijma. Dasar hukum dalam Al-Quran adalah: 
                        
                             
       فرقزا( )    
Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami 
telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalamkehidupan di 
dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang 
lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan 
sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dariapa yang mereka 
kumpulkan”51(Q.S Az-Zukhruf: 32) 
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     Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt, telah menentukan 
kedudukan dan kehidupan manusia di dunia, yaitu sebagian diantara 
mereka ada yang memiliki kedudukan/derajat yang lebih tinggi dari pada 
sebagian yang lain. Ada yang kaya dan ada yang miskin, ada pejabat dan 
rakyat biasa, ada pemimpin dan ada bawahan, ada majikan da nada 
pembantu, dengan demiian sebagin mereka yang mampu memerlukan 
bantuan tenaga dan untuk itu mereka menyewa tenaga orang lain dan 
memberikan upah. 
a) Dari al-Sunah (Hadist) 
 ِنْبا ْنَع كِلاَم ْنَع يَِنث َّدَح و ِهَّللا َلوُسَر َّنَأ ِبَّيَسُمْلا ِنْب ِديِعَس ْنَع ٍباَهِش  
 ِرَمَّثلا ُءاَرِتْشا ُةَن َباَزُمْلاَو ِةَل َقاَحُمْلاَو ِةَن َباَزُمْلا ْنَع ىَه َن َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص 
ا ُءاَرْكِتْساَو ِةَطْنِحْلِاب ِْعرَّزلا ُءاَرِتْشا ُةَل َقاَحُمْلاَو ِرْمَّتلِاب ُنْبا َلاَق ِةَطْنِحْلِاب ِضْرَْلْ  
 ِقِرَوْلاَو ِبَهَّذلِاب ِضْرَْلْا ِءاَرْكِتْسا ْنَع ِبَّيَسُمْلا َنْب َديِعَس ُتَْلأَسَف ٍباَهِش
 َكِلَذِب َسَْأب َلََلاَق َف كلم : ةاور()  
Artinya: “Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari (Ibnu Syihab) 
dari [Sa'id bin Musayyab] bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa 
sallam melarang muzabanah dan muhaqalah. Muzabanah ialah menjual 
kurma yang belum jadi dengan kurma masak, sedangkan muhaqalah ialah 
menjual hasil tanaman dengan gandum, atau menyewakan tanah dan 
dibayar dengan gandum." Ibnu Syihab berkata, "Saya bertanya kepada 
Sa'id bin Musayyab mengenai hukum menyewakan tanah dan dibayar 





     Fukaha sama sekali tidak memperbolehkan menyewakan tanah 
yaitu, Thawus dan Abu Bakar bin Abdurrahman. Adapun jumhur Fukaha 
pada umumnya memperbolehkan menyewakan tanah dengan syarat harus 
menjelaskan barang yang disewakan dan upah, baik itu berbentuk 
tanaman, atau tumbuhan ataupun bangunan. 
b) Landasan Ijmă‟ 
  Semua umat Islam telah sepakat mengenai di syari‟atkan ijărah, tak 
seorangpun ulama yang membantah kesapakan ijmă‟ini, sebagaimana yang 
telah diungkapkan oleh Sayid Sabiq, dan atas disyariatkan sewa-menyewa 
umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius), pendapat orang yang 
berbeda dengan kesepakatan ijmă‟ para ulama.53 Mengenai 
diperbolehkannya sewa-menyewa, semua ulama bersepakat bahwa sewa 
menyewa diperbolehkan. 
Tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijmă‟) ini, 
sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, 
akan tetapi hal itu tidak signifikan. Dengan tiga dasar hukum yaitu Al-
Qur'an, Al-Hadits, dan Ijmă maka hukum diperbolehkannya sewa-
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 menyewa sangat kuat karena ketiga dasar hukum tersebut merupakan 
sumber penggalian hukum Islam yang utama.
54
 
      Berdasarkan beberapa dasar di atas, kiranya dapat dipahami bahwa 
sewa-menyewa itu diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya 
manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh 
karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lainnya selalu terikat 
dan saling membutuhkan, dan sewa menyewa/upah adalah salah satu 
aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan 
bermasyarakat. 
2. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijărah 
 Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang 
lazim membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak karena  
ijărah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal hal yang 
mengakibatkan atau yang mewajibkanfasakh.
55
Ijărah akan menjadi 
(fasakh) batal apabila terdapat hal-hal sebagai berikut
56
 
a. Terjadinya Cacat Pada Barang Sewaan 
Terjadi cacat pada barang sewaan maksudnya bahwa pada barang 
yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan 
ketika berada di tangan pihak penyewa. Dalam hal ini kerusakan 
diakibatkan oleh kelalaian pihak penyewa itu sendiri. Misalnya 
penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukannya, barang sewaan 
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 disalahgunakan dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti itu pihak 
yang menyewakan dapat meminta pembatalan kepada pihak penyewa. 
b. Rusaknya Barang Yang Disewa 
Maksudnya bahwa barang yang menjadi objek perjanjian sewa 
menyewa mengalami kerusakan atau rusak sama sekali sehingga tidak 
dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang telah menjadi 
perjanjian. 
c. Masa Sewa Menyewa Telah Habis. 
Maksudnya sewa menyewa barang yang telah habis waktunya  
sebagaimana yang telah di sepakati bersama, maka dengan sendirinya 
perjanjian sewa menyewa barang tersebut  berakhir (batal). 
d. Adanya Uzur 
Maksudnya uzur adalah sesuatu halangan sehingga perjanjian tidak 
mungkn terlaksan sebagaima mestinya. Misalnya, seorang yang 
menyewa toko untuk berdagang kemudian barang dagangannya 
musnah terbakar atau dicuri orang atau bangkrut sebelum toko tersebut 
dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian 






 C. Pengertian Akad Qardh 
Qardh secaraetimologiberarti pinjaman. Secara terminologi muamalah 
adalah memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang 
sama.
57
Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat 
ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa 
mengharapakan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, qardh 




Jadi, qardhmerupakan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk 
pinjaman tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam 
mengambalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam 
waktu tertentu.
59
Akad qard diperbolehkan dengan 2 syarat yaitu:
60
 
a. Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah 
yang dipersyaratkan) bagi pemberi pinjaman. 
b. Akad qardh tidak digabung dengan akad lain, seperti akad jual beli. 
Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama membolehkan 
sepanjang tidak dipersyaratkan 
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 1. Dasar Hukum Akad Qard 
  Berikut ini merupakan landasan syăriah tentang pembiayaan 
qardhbaik dari Al-Quran, Al-Hadist maupun Ijmă‟: 
a. Landasan al-Quran QS. Al-Hadid Ayat 11 
                           
  دئدح لا( ) 
Artinya : “Barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah 
pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat 
ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.”61 
b. Landasan Hadist 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata, “Rasulullah 
Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: 
)ةاخام نبا : ةاور(  ُسْف َن  ِنِمْؤُمْلا   ةَقَّلَعُم  ِهِْنيَدِب ىَّتَح ىَضْق ُي  ُهْنَع 
Artinya: Jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutang nya 




Para ulama telah menyepakati bahwa boleh qard dilakukan. 
Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup 
tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang 
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 memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam-
meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam 




2. Rukun Dan Syarat-Syarat Akad Qard 
Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari memberi penjelasan bahwa 
rukun utang-piutang itu sama dengan jual beli yaitu: 
a. Aqid yaitu yang berutang dan yang berpiutang. 
b. Ma’qud„alayh yaitu barang yang diutangkan. 
c. Shigat  yaitu ijab qabul, bentuk persetujuan antara kedua belah pihak. 
Menurut M. Yazid Afandi M. Ag. bahwa rukun utang-piutang ada empat 
macam: 
a. Muqridh yaitu orang yang mempunyai barang untuk dihutangkan.64 
b. Muqtaridh yaitu orang yang mempunyai hutang. 
c. Muqtaradh yaitu objek yang dihutang. 
d. Shigat Akad yaitu ijab qabul. 
Utang-piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan 
syarat daripada utang-piutang itu sendiri. Rukun adalah unsur esensial dari 
sesuatu, sedang syarat adalah prasyarat dari sesuatu. Adapun yang menjadi 
syarat utang-piutang adalah: 
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 a. Aqid (orang yang berutang dan berpiutang) 
Aqid adalah orang yang melakukan akad, keberadaannya sangat 
penting sebab tidak dapat dikatakan sebagai akad jika tidak ada aqid. 
Begitu pula tidak akan terjadi ijab dan qabul tanpa adanya aqid. 
Orang yang berutang dan yang berpiutang boleh dikatakan sebagai 
subyek hukum. Sebab yang menjalankan kegiatan utang-piutang 
adalah orang yang berutang dan orang yang berpiutang. Untuk itu 
diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan 
perbuatan hukum. 
Pemberi pinjaman hanya disyaratkan satu hal yakni cakap 
mendermakan harta, sebab akad utang-piutang mengandung unsur 
kesunahan. Sedangkan peminjam hanya disyaratkan cakap 
bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang 
akad utang-piutangnya dihukumi sah.
65
 
Menurut Imam Syafi‟i sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah az-
Zuhaili mengungkapkan bahwa 4 orang yang tidak sah akadnya adalah 
anak kecil (baik yang sudah mumayyiz maupun yang belum 
mumayyiz), orang gila, hamba sahaya, walaupun mukallaf dan orang 
buta. Sementara dalam Fikih Sunnah disebutkan bahwa akad orang 
gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana 
yang baik dan yang jelek (memilih) tidak sah. 
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 b. Obyek Utang 
Di samping adanya ijab qabul dan pihak-pihak yang melakukan 
utang-piutang, maka perjanjian utang-piutang itu dianggap terjadi 
apabila terdapat obyek yang menjadi tujuan diadakannya utang-
piutang. Tegasnya harus ada barang yang akan diutangkan. Untuk itu 
obyek utang-piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
1) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan 
penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang. 
2) Dapat dimiliki. 
3)  Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang. 
4) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.66 
Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserah 
terimakan dan dapat dijadikan barang pesanan (muslam fih), yaitu 
berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis dan karakteristiknya 
diketahui karena dengan jelas. Menurut pendapat shahih, barang yang 
tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya 
setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena untuk 
mengembalikan barang sejenis akan kesulitan. 
Qardh juga hanya boleh dilakukan di dalam harta yang telah 
diketahui kadarnya. Apabila seseorang mengutangkan makanan yang 
tidak diketahui takarannya, itu tidak boleh. Karena qardh menuntut 
pengembalian barang yang sepadan, jika kadar barang tidak diketahui 
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 tentu tidak mungkin melunasinya.
67
 Perjanjian utang-piutang itu 
disyariatkan secara tertulis, untuk menjamin agar jangan sampai terjadi 
kekeliruan atau lupa, baik mengenai besar kecilnya utang atau waktu 
pembayarannya.Sebagaimana firman Allah SWT: 
                          
ةرقان لا() 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 
hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah: 282) 
Pencatatan ini disyaratkan, supaya mereka mudah dalam menuntut 
pihak yang berutang untuk melunasi utangnya apabila sudah jatuh 
temponya. Disamping disyari‟atkan secara tertulis, dalam utang-
piutang itu diperlukan juga adanya saksi. 
c. Shigat (Ijab dan Qabul) 
Suatu bentuk muamalah yang mengikat pihak-pihak lain yang 
terlibat di dalamnya, selanjutnya melahirkan kewajiban, diperlukan 
adanya perjanjian antara pihak-pihak itu. Perjanjian di dalam hukum 
Islam disebut dengan akad.
68
 
Akad (perjanjian) dilakukan sebelum terlaksananya suatu 
perbuatan, dimana pihak yang satu berjanji untuk melakukan sesuatu 
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 hal atau tidak melakukan dan lainnya itu berhak atas apa yang 
dijanjikannya itu untuk menuntutnya bila tidak sesuai dengan 
perjanjian.
69
Akad menurut bahasa berarti menyimpulkan, mengikat 
(tali). Menurut istilah adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan 
syara‟ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. 
Dari definisi di atas dapat diambil pengertian, akad adalah 
perikatan antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kerelaan 
dari kedua belah pihak. Sifat kerelaan itu bisa terwujud dan jelas 
apabila telah nyata-nyata diucapkan secara lisan oleh keduanya. 
Ijab adalah pernyataan dari pihak yang memberi utang dan qabul 
adalah penerimaan dari pihak yang berutang. Ijab qabul harus dengan 
lisan, seperti yang telah dijelaskan di atas, tetapi dapat pula dengan 
isyarat bagi orang bisu.
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Perjanjian utang-piutang baru terlaksana setelah pihak pertama 
menyerahkan uang yang diutangkan kepada pihak kedua dan pihak 
kedua telah menerimanya dengan akibat bila harta yang diutangkan 
tersebut rusak atau hilang setelah perjanjian terjadi tetapi sebelum 
diterima oleh pihak kedua, maka resikonya ditanggung oleh pihak 
pertama.
71
Berkaitan dengan pengertian akad tersebut, maka terdapat 
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 ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad. Ketentuan-ketentuan 
tersebut adalah: 
1. Pihak yang bertransaksi 
Keduanya harus memenuhi persyaratan: dewasa (mampu 
bertindak), berakal sehat, dan tidak berada pada pengampunan, 
sebagaimana firman Allah SWT: 
                     
             ءايس نا( ) 
Artinya: “Dan janganlah kalian serahkan harta orang-orang 
bodoh itu kepadanya yang mana Allah akan memelihara kalian 
dan berikanlah kepada mereka belanja dari hartanya itu”.(QS. 
An-Nisa‟: 5)72 
Dalam akad harus terdapat unsur kerelaan dari kedua belah 
pihak, serta akad harus jelas dan dimengerti maksudnya oleh 
masing-masing pihak. 
2. Mengenai suatu barang tertentu, barang yang menjadi obyek akad 
harus jelas dari kesamaran. 
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 3. Mengenai suatu barang yang halal, suci dari najis dan yang tidak 
haram dimakan.
73
Di atas telah disebutkan bahwa akad adalah 
perikatan antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kerelaan 
dari kedua belah pihak. Adapun yang dimaksud dengan ijab dan 
qabul secara jelasnya adalah Ijab adalah permulaan penjelasan 
yang keluar dari salah satu seorang yang berakad, buat 
memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapa saja 
yang memulainya. Qabul adalah jawaban dari pihak yang lain 
sesudah adanya ijab, buat menyatakanpersetujuannya.Kaitannya 
dengan masalah utang diperlukan juga adanya akad ini (ijab 
qabul). Sebagaimana pengertian ijab qabul di atas, maka dalam 
masalah utang, pihak yang berutang dapat melakukan ijab.
74
 
Akad dalam masalah utang adalah akad tamlik, karena itu tidak 
sah kecuali dari orang yang boleh menggunakan harta (milik 
sendiri dan tidak berada dalam pengampuan). Tidak sah pula 
kecuali dengan ijab dan qabul seperti akad jual beli dan hibah, 
karena itu akad dinyatakan sah dengan memakai akad lafadz 
qardh, salaf dan semua lafadz yang mempunyai arti dan maksud 
yang sama, seperti kata-kata aku berikan kepemilikan harta ini 
kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya kepadaku. 
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 3. Fatwa DSN Tentang Qard Wal Ijărah 
  Pembiayaan talangan haji atau umroh merupakan produk yang 
memiliki potensi yang cukup besar. Hal tersebut banyak mengundang 
masyarakat yang ingin menunaikan umroh. Undang–undang No. 17 tahun 
1999 tentang penyelenggarakan ibadah haji, mengamanatkan pemerintah 
agar melibatkan peran serta masyarakat luas dalam hal pelayanan dan 
pengorganisasian serta pengawasan, penyelenggaraan ibadah haji, 
memberikan perlindungan hukum yang tegas bagi jamaah haji serta upaya 
meningkatkan pelayanandengan menghilangkan monopoli. Dalam 
kegiatan ini, Dewan Syariah Nasional memberikan kesempatan pada 
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk merespon kebutuhan masyarakat 
dalam berbagai produknya, termasuk pengurusan haji mupun umroh dan 
talangan perlunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).  
Dasar dikeluarkannya pembiayaan ini adalah Q.S. al Hadid ayat 11: 
                               
)دئدح لا( 
 
Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman 
yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu 
untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” 
Pembiayaan talangan haji atau umroh biasanya  menggunakan akad 
qardh wal ijărah,,diberikan kepada nasabah calon haji atau umroh dalam 
rangka memperoleh nomor porsi haji atau pelunasan BPIH (Biaya 
 Pelunasan Ibadah Haji). Qardh wal ijărah adalah akad yang terjadi antara 
bank/jasa keuangan dengan nasabah calon haji sehubung dengan 
pemberian pinjaman uang oleh bank/jasa keuangankepada nasabah untuk 
memenuhi syarat mendapatkan porsi haji atau pelunasana BPIH. Bank 
memungut biaya fee administrasi yang wajar atas jasa Bank dalam 
pengurusan kepentingan nasabah. Penggunaan akad ini berdasarkan fatwa 
pembiayaan pengurusan haji dan umroh yaitu, fatwa DSN 29/DSN-
MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan haji dan umroh Lembaga 
Keuangan Syariah dengan dua ketentuan yaitu : 
1. Ketentuan Umum 
a. Dalam pengurusan haji atau umroh bagi nasabah LKS dapat 
memperoleh imbalan jasa (ujrăh) dengan menggunakan prinsip al-
ijărah. 
b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran 
BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip Al-Qardh. 
c. Jasa pengurusan haji dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan 
dengan pemberian talangan haji dan umroh. 
d. Besar imbalan jasa Al- Ijărah tidak boleh didasarkan pada jumlah 
talangan Al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah. 
2. Ketentuan Penutup 
a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan diantara kedua belah pihak maka, penyelesaian dilakukan 
 melalui Badan Artbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan 
melalui musyawarah. 
b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika 
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dirubah dan 
disempurnakan sebagai mana mestinya. 
Ditetapkan di Jakarta, 15 Rabiul Akhir 1423 H/ 26 Juni 2002 M 
(Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2003:179-180). 
Qardh sendiri adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat 
ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa 
mengharapakan imbalan. Dalam ketentuan fiqih klasik, qardh 
dikategorikan dalam akad saling membantu dan bukan transaksi 
komersial. Sedangkan ijarăh adalah pemindahan hak guna atas barang 
atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan 
pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Jadi pada dasarnya prinsip 
ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaanya terletak pada 
objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, 
pada ijarăh ini objek transaksinya adalah jasa. Penggunaan akad qardh 
pada pembiayaan talangan haji ini pada dasarnya adalah pinjaman 
kebajikan atau lunak tanpa imbalan. Namun, bank tidak mengambil 
keuntungan dari akad ini, tetapi bank mengambil keuntungan dari 
 penggunaan akad ijarăh, dengan mengambil upah jasa (fee ujrah) dari 
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 BAB III 
LAPORAN HASIL PENELTIAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah PT. FIF Kotabumi 
PT. FIF didirikan dengan nama PT. Mitrapusaka Artha Finance pada 
bulan Mei 1989. Berdasarkan ijin usaha yang diperolehnya maka 
Perseroan bergerak di bidang Sewa Guna Usaha, anjak piutang dan 
pembiayaan konsumen. Pada Tahun 1991, Perseroan merubah nama 
perusahaan menjadi PT. Federal International Finance, namun seiring 
dengan perkembangan waktu dan guna yang memenuhi permintaan pasar, 
Perseroan mulai memfokuskan diri pada bidang pembiayaan konsumen 
secara retail pada tahun 1996.
76
 
Ketika krisis mulai terjadi pada tahun 1997 Perseroan melakukan 
konsolidasi internal dalam rangka persiapan menuju ke suatu sistem 
komputerisasi yang tersentralisasi dan terintegrasi. Perseroan yang 
mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT. Astra International Tbk telah 
mengembangkan usahanya dan membuka cabang di seluruh Indonesia 
sampai saat ini PT. FIF telah memiliki cabang sebanyak 500 cabang, PT. 
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 2. Visi dan Misi PT. FIF Kotabumi 
Visi dan Misi PT. FIF cabang Kotabumi sesuai dengan visi dan misi 
yang dicanangkan oleh PT. FIF pusat. Penjabaran visi dan misi perseroan 
adalah sebagai berikut: 
Visi: “Menawarkan solusi keuangan terbaik bagi para pelanggan secara 
individual” 
Misi:  
a. Beroperasi secara lugas dengan tetap mengindahkan aspek kehati-
hatian 
b.  Berkonstribusi dalam meningkatkan distribusi sepeda motor produk 
Astra 
c. Memenuhi harapan pelanggan, karyawan, pemegang saham, kreditur  
dan pemerintah 
d. Menawarkan produk yang terjangkau bagi pelanggan 
e. Memanfaatkan infrastruktur untuk kredit mikro, pinjaman tanpa 
jaminan dan bisnis penggadaian
77
 
3. Struktur Organisasi 
Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi yang berbeda-beda, 
tergantung dari sifat perusahaan itu sendiri dan untuk memperoleh 
gambaran yang jelas mengenai organisasi maka terlebih dahulu harus 
diketahui struktur organisasinya. Struktur organisasi merupakan hal yang 
sangat penting, karena dengan adanya struktur organisasi memungkinkan 
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 adanya kerjasama yang harmonis antar berbagai individu dalam organisasi 
guna meningkatkan tujuan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan dan 
sasaran perusahaan maka diperlukan kerjasama dan kesatuan pendapat, 
kerjasama ini meliputi adanya pembagaian tugas dan tanggung jawab 
secara sistimatis dalam struktur organisasi perusahaan. PT. FIF Cabang 
Kotabumi dipimpin oleh seorang Kepala Cabang, yang membawahi 
beberapa bagian dan seksi. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur 


















Sumber: Data FIF Cabang Kotabumi 2017 
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 Adapun pembagian tugas dan wewenang pada struktur organisasi PT FIF 
Cabang Kotabumi adalah sebagai berikut: 
a. Kepala Cabang 
       Kepala Cabang adalah fungsi eksekutif tertinggi yang mempunyai 
tugasdan wewenang yaitu: 
1) Menjaga agar perusahaan cabang dapat berkembang dan maju. 
2) Mempunyai wewenang penuh untuk mengatur perusahaan cabang 
secara keseluruhan. 
3) Membuat perencanaan perusahaan cabang yang dibantu oleh kepala-
kepala bagian lainnya 
b. Kepala Bagian Keuangan 
       Kepala Bagian Keuangan bertanggung jawab langsung kepada Kepala 
Cabang. Tugas, wewenang dan tanggung jawabnya adalah: 
1) Mengkoordinir dan mengawasi keuangan dan pembukuan agar tidak 
terjadi kekeliruan dan penyelewengan dalam penerimaan dan 
pengeluaran uang, barang, dan surat-surat berharga lainnya. 
2) Memeriksa laporan keuangan seksi atau bagian-bagian dibawahnya 
untuk kemudian diteruskan kepada Kepala Cabang. 
3) Mencatat secara tertib pengeluaran dan penerimaan uang, maupun 
pembelian kredit, pembelian potongan harga pembelian barang dengan 
pembayaran tunai, begitu pula dengan pengeluaran dan penerimaan 
uang masing-masing bagian dalam perusahaan dan bertanggung jawab 
langsung Kepala Cabang. 
 c. Kepala Bagian Pemasaran 
       Kepala Bagian Pemasaran bertanggung jawab langsung kepada 
Kepala Cabang. Tugas pokok dan tanggung jawabnya adalah :  
1) Memasarkan hasil produksi perusahaan kepada konsumen. 
2) Membuat rencana mengenai kegiatan pemasaran seperti promosi 
dan penetapan saluran distribusi. 
d. Kepala Bagian Pelayanan 
       Kepala Bagian Gudang bertanggung jawab langsung kepada 
Kepala Cabang. Tugas pokok dan tanggung jawabnya adalah : 
1) Mengkoordinasikan bagian-bagian di bawahnya. 
2) Membuat rencana mengenai kegiatan pelayanan. 
e. Kasir 
      Tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab bagian kasir adalah : 
1) Mengkoordinir tugas kas. 
2) Mengelola penerimaan dan pengeluaran uang atau surat berharga 
menurut ketentuan yang berlaku. 
3) Membuat laporan pengeluaran kas setiap bulan. 
f. Administrasi Pembukuan 
        Tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab bagian 
administrasi pembukuan yaitu: 
1) Menyusun laporan keuangan pada setiap akhir bulan. 
2) Menyusun dan membukukan bukti-bukti penerimaan dan 
pengeluaran.  
 3) Setiap akhir tahun mempersiapkan bahan untuk laporan dan 
penyusunan neraca serta daftar perhitungan rugi laba. 
g. Salesman 
     Tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab bagian Salesman 
yaitu: 
1) Mencari dan memprospek calon pembeli/konsumen 
2) Menawarkan barang-barang dan melakukan penjualan 
3) Mengantarkan barang-barang kepada para pembeli atau 
pelanggan (barang diantar sampai tujuan) 
4) Mengunjungi para pelanggan 
h. Sales Counter 
       Tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab bagian Sales 
Conter yaitu: 
1) Menyambut dan memprospek calon pembeli/konsumen yang 
datang ke Counter 
2) Menawarkan barang-barang dan melakukan penjualan pada calon 
pembeli/ konsumen yang datang ke Counter. 
i. Customer Service 
   Tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab bagian teknis 
adalah melakukan perawatan dan perbaikan produk serta berbagai 
peralatan teknis kantor lainnya. Bagian teknis juga bertugas 
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan persediaan 
produk untuk dipasarkan pada konsumen. 
  
j. Helper dan Driver 
   Tugas pokok dan tanggung jawab bagian Helper adalah 
membantu secara umum tugas-tugas pada bagian lainnya dan 
berkoordinasi dengan seluruh bagian, sedangkan bagian Driver 
bertugas mengantarkan produk kepada para pembeli/pelanggan atau 
barang diantar sampai tujuan. 
B. Praktik Produk Pembiayaan Talangan Umroh Melalui  Jasa Keuangan  
PT. FIF Kotabumi 
 Dalam praktik pelaksanaan obyek talangan biaya umroh pada jasa 
keuangan (FIF) di Kotabumi dalam mengambil besarnya keuntungan 
tergantung pada besarnya DP (Down Payment) dan  lamanya masa pelunasan 
(masa angsuran). Jadi apabila DP yang diberikan kepada pihak jasa keuangan 
FIF kecil maka angsuran yang diberikan dari pihak jasa FIF akan tergantung 
pada nasabah. 

















Monitoring Pencairan Pengikatan 
 1. Prosedur Analisis Pembiayaan 79 
a. Tahap pemberkasan 
Tahap yang meliputi pemberian informasi tentang persyaratan, 
wawancara, dan pengisian formulir permohonan. 
b. Pengumpulan Data dan Investigasi 
Menyelidiki tentang dokumen-dokumen yang diajukan, tujuannya 
adalah apakah berkas yanng sudah masuk sudah sesuai dengan 
persyaratan yang ditetapkan untuk menguji keaslian dan kebenaran 
tentang berkas yang dilampirkan tersebut. 
c. Analisis pembiayaan 
      Aspek aspek dalam analisi pembiayaan meliputi: 
1) Tujuan pembiayaan 
Pada awalnya tujuan pembiyaan haruslah jelas dan detail mengenai 
pendekatan logis mengenai data yang dikaji agar tercapai. 
        Tujuan pembiayaan meliputi: 
a) Besarntya kebutuhan fasilitas pembiayaan yang diajukan 
b) Kegunaan fasilitas pembiyaan yang diajukan 
c) Jangka waktu dari fasilitas pembiayaan yang diajukan.  
2) Latar belakang calon nasabah 
Latar belakang mengenai data kualitatif tentang calon nasabah dan 
karakter nasabah 
3) Kondisi usaha. 
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 4) Analisis keuangan calon nasabah. 
5) Analisis atas barang yang dijaminan dalam pembiayaan  
6) Analisis resiko pembiayaan merupakan penjabaran mengenai 
kemungkinan  resiko tentang pembiayaan. 
d. Wawancara awal 
Penyelidikan awal mengenai calon nasabah untuk menyakinkan 
pihak yang mengeluarkan pembiayaan bahwa berkas-berkas tersebut 
sesuai dan lengkap dengan apa yang telah ditentukan. 
e. On the spot 
Tahap ini merupakan tahap kegiatan pemeriksaan dilapangan 
berdasarkan meninjau dari berbagai objek yang dijadikan usaha atau 
jaminan. Kemudian on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara. 
f. keputusan pemberian pinjaman 
Keputusan dalam hal ini berupa apakah pembiayaan akan diterima 
atau ditolak. Pada umumnya keputusan tersebut: 
1)  Jumlah uang yang diterima 
2)  Jangka waktu pembiayaan 
3)  Biaya-biaya yang harus dibiayai. 
4)  Waktu pencairan dana 
Jika permohonan biaya ditolak maka pihak pembiayaan akan 
melakukan pemberitahuan kepada calon nasabah ataupun 
diberitahukan melaui surat penolakan.
80
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 g. Penandatangan akad 
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan, 
maka dari sebelum dana dicairkan, maka terlebih dahulu calon 
nasabah menandatangani surat persetujuan akad pembiyaan, 
penandatangan dilakukan: 
1)  Antara pihak perusahaan dan pihak nasabah 
2)  Dengan melalui pihak notaris 
h. Realisasi pembiayaan 
Realisasi pembiayaan dilakukan setelah penandatangan akad dan surat 
menyurat. 
i. Penyaluran dan Penarikan Dana 
Tahap ini adalah pencairan dan pengambilan dana langsung baik dari 
bank maupun bisa diambil langsung lewat perusahaan(pembiayaan). 
Dan bisa diambil berdasarka tujuan dari pembiayaan tersebut. 
2. Penilaan Kelayakan Pemberian Pembiayaan
81
  
Ada bebarapa syarat yang digunakan dalam pembiayaan yang sering 
dilakukan yaitu seperti analisi 3C, dan Analisi 3P dan studi kelayakan. 
Syrat pemberian pembiayaan dengan analisis 3C: 
a. Charakter (karakter/akhlak) 
Karakter dapat terlihat dari interaksi kehidupan dengan seseorang 
dengan keluarganya dan tetangganya. Untuk mengetahui lebih dalam 
mengenai karakter seseorang biasanya dilakukan dengan bertanya 
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 kepada tokoh masyarakat setempat maupun tetangga calon penerima 
pembiayaan. 
b. Conditional of economi(kondisi ekonomi) 
Usaha yang dijalani oleh calon penerima pembiayaan harus baik, 
dalam arti mampu mencukupi hidup keluarganya dan dapat menutupi 
biaya pinjaman. 
c. Capatity (kemampuan manejeral) 
Calon penerima pembiayaan harus mempunyai kemampuan 
manajerial yang tangguh agar dapat membagi pengeluaran untuk 
cicilan pembiayaan setiap bulan. 




Yaitu meneliai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku 
sehari-hari maupun masa lalunya. Hal tersebut juga mencakup sikap, 
emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi sesuatu. 
b. Prospect 
Yaitu menilai usaha nasabah bagaimana dia dapat mengembalikan 
pinjaman yang telah diterimanya dimasa yang akan datang. 
c. Payment 
Yaitu ukuran bagaimana nasabah mengembalikan cicilan yang 
telah ditalangi atau dari mana saja dana untuk pengembalian pinjaman 
                                                             
82
Putri Auliana (Marketing), Wawancara, Kotabumi 20 Juli 2018 
 yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan nasabah 
akan semakin baik. 
Seperti yang kita ketahui bahwa akad dalam ekonomi Syari‟ah sangatlah 
banyak, tetapi pada suatu instansi keuangan syari‟ah tidak semua akad mereka 
laksanakan dalam program kerjanya. Seperti pada FIF Kotabumi dengan 
Produknya yaitu  AMITRA ini hanya melakukan beberapa akad yang 
termasuk dalam program kerjanya, yaitu diantaranya: 
1. Akad Murăbahah  
Yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya 
kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih 
sebagai keuntungan yang disepakati. 
2. Akad Ijărah  
Yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atau suatu barang atau jasa 
dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan 
pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. 
3. Akad Qardh  
Yaitu akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa 
nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang 
telah disepakati. Akad Qardh Wal Ijărah untuk dana talangan umroh 
termasuk produk baru dari PT. FIF Kotabumi(AMITRA). 
Sebelum penelititi mewawancarai para narasumber sebenarnya umroh 
yang ada di PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi memiliki 2 pilihan 
dalam melakukan umroh yaitu umroh plus dan umroh biasa. Disini peneliti 
 hanya mengangkat umroh biasa karena banyak dari masyarakat (orang 
awam) yang berangkat melalui jalur umroh biasa karena terbentur masalah 
biaya yang membedakan antara umroh plus dan umroh biasa dan sebagai 
Dewan Pengawas Syariah untuk platform PT. FIF (AMITRA) ini yaitu  
Dr. H. Endy M. Astiwara, MA, FIIS dan Drs. H. Aminudin Yakub, MA. 
1. Peneliti melakukan wawancara pada informan pertama yaitu dengan 
Bapak Roganda Tsemawora selaku Leader Cabang di PT. FIF Kotabumi. 
Akad Qard Wal Ijărah adalah akad yang digunakan untuk jenis 
pembiayaan untuk dana talangan Umroh pada PT. FIF Kotabumi 
(AMITRA). 
2. Mekanisme Talangan Umroh 
Mekanisme atau tahap-tahap yang dilakukan untuk melakukan 
pembiayaan Ijărah untuk dana talangan Umroh ini sebagai berikut: 
a. Sebelum anggota ingin ikut dalam pelaksanaan Umroh di PT. FIF 
Kotabumi (AMITRA) ini, anggota wajib melakukan survey ke 
AMITRA untuk menanyakan mekanisme pelaksanaan Akad Ijărah 
tersebut.  
b.  Anggota wajib melampirkan identitas dan syarat-syarat yang harus 
dilampirkan seperti, fotocopy KTP Suami Istri, fotocopy kartu 
keluarga, Rekening Bank/Listrik, Slip Gaji Pegawai. 
c. Akad ijărah ini merupakan akad yang mengandalkan upah dari 
anggota dalam pelaksanaannya, karena pihak PT. FIF 
Kotabumi(AMITRA) telah memfasilitasi anggota untuk melaksanakan 
 Umroh tersebut. Disini anggota dan pihak PT. FIF Kotabumi 
(AMITRA) akan melakukan tawar menawar dari upah (Ujrah) yang 
akan diterima oleh pihak FIF, ketika anggota dan pihak FIF telah 
sepakat  dengan ujrah yang ditetapkan antara kedua pihak maka 
proses dapat dilanjutkan.  
d. Setelah anggota paham dengan ketentuan yang diberikan oleh pihak 
PT. FIF Kotabumi (AMITRA), anggota wajib memberikan DP atau 
uang muka sebesar.  
e. Setelah urusan administrasi selesai pihak PT. FIF Kotabumi 
(AMITRA) akan mengantarkan anggota yang ikut umroh untuk 
membuat paspor ke badan imigrasi dan melakukan cek kesehatan serta 
suntik miningitis sebelum pemberangkatan umroh tersebut.  
f. Setelah semua urusan anggota terselesaikan, pihak PT. FIF Kotabumi 
(AMITRA) melakukan pembayaran pelunasan biaya umroh kepada 
travel di pusat seminggu setelah kelengkapan surat menyurat dari 
anggota terselesaikan.  
g. Anggota akan mendapatkan perlengkapan umroh seperti koper, 
pakaian ihrom, air zam-zam dll dari pihak PT. FIF Kotabumi 
(AMITRA).  
h. Setelah itu, anggota tinggal menunggu keberangkatan umroh.83 
Dibawah ini peneliti akan menjelaskan tentang perhitungan pemberian 
qardh serta upah (ujrah) sesuai yang terjadi di PT. FIF (AMITRA) cabang 
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 Kotabumi,  informan ke-dua yaitu  Bapak Hendra Beliau Mengatakan
84
 
“Saya ingin melakukan ibadah umroh dengan menggunakan akad ijărah di 
PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi ini. Setelah melakukan registrasi 
dengan memberikan ketentuan dan syarat-syarat yang diberikan oleh 
PT.FIF Kotabumi”. 
1. Bapak Hendra memberikan uang muka yang telah ditentukan PT. FIF 
(AMITRA)  oleh sebesar Rp 5.000.000,-/orang. Bapak Hendra berniat 
melakukan ibadah Umroh, biaya umroh yang telah ditetapkan dari PT. FIF 
(AMITRA) sebesar Rp25.000.000,-/orang. 
Adapun mekanismenya:  
Biaya umroh Rp25.000.000,-/orang,-  Uang muka total Bapak Hendra 
adalah Rp. 5.000.000,-  Jadi kekurangan biaya Umroh  Rp 25.000.000– 
Rp 5.000.000 = Rp 20.000.000,-/orang. Biaya Qardh yang harus dibayar 
oleh Bapak Hendra sebesar Rp.20.000.000 selain itu  pihak PT. FIF 
(AMITRA) Telah menetapkan berapa besarnya upah berdasarkan Ujrah 
yang telah tertera pada brosur terhadap pelaksanaan Akad Ijărah tersebut, 
akhirnya kedua belah sepakat untuk memberikan Ujrah dari kekurangan 
biaya umroh tersebut. Dan nasabah telah sanggup untuk membayar cicilan 
kekurangan biaya umroh tersebut selama 2 tahun. 
Kekurangan biaya Umroh per orang Rp 20.000.000,-: 24 bulan karena 
2 tahun = Rp 1.119.000,-/bulan. 
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 Jadi Ujroh per orang: Rp 1.119.000 x 24(Bulan) + Rp 5.000.000= Rp 
31.856.000 – Rp 25.000.000= Rp 6.856.000 (Ujrah/orang). 
Setelah itu, tahap-tahap yang dilakukan untuk melakukan pembiayaan 
ijărah untuk dana talangan Umroh pada PT. FIF Kotabumi (AMITRA). 
Peneliti akan menjelaskan tentang perhitungan pemberian Upah (Ujrah) 
sesuai yang terjadi di PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi. Dengan 
informan ke-tiga yaitu dengan Bapak Khaidir  beliau Mengatakan
85
: 
“Beliau ingin melakukan Ibadah umroh dengan menggunakan akad Ijărah 
di PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi ini. Setelah melakukan registrasi 
dengan memberikan ketentuan dan syarat-syarat yang diberikan oleh 
PT.FIF Kotabumi”. 
2. Bapak Khaidir  ini memberikan uang muka yang telah ditentukan PT. FIF 
(AMITRA)  oleh sebesar Rp 5.000.000,-/orang. Bapak Khaidir berniat 
melakukan ibadah Umroh, biaya umroh yang telah ditetapkan dari PT. FIF 
(AMITRA) sebesar Rp25.000.000,-/orang. 
Adapun mekanismenya:  
Biaya umroh Rp25.000.000,-/orang,-  Uang muka total Bapak Khaidir 
adalah Rp. 5.000.000,-  Jadi kekurangan biaya Umroh  Rp 25.000.000– 
Rp 5.000.000 = Rp 20.000.000,-/orang. Biaya Qardh yang harus dibayar 
oleh Bapak Khaidir sebesar Rp.20.000.000 selanjutnya pihak PT. FIF 
(AMITRA) Telah menetapkan berapa besarnya upah berdasarkan ujrah 
yang telah tertera pada brosur terhadap pelaksanaan Akad ijărah tersebut, 
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 akhirnya kedua belah sepakat untuk memberikan ujrah dari kekurangan 
biaya umroh tersebut. Dan nasabah telah sanggup untuk membayar cicilan 
kekurangan biaya umroh tersebut selama 4 tahun. 
Kekurangan biaya Umroh per orang Rp 20.000.000,-: 48 bulan karena 
4 tahun = Rp 721.000,-/bulan. 
Jadi ujrah per orang: Rp 721.000x 48(Bulan) + Rp 5.000.000= 
Rp39.608.000– Rp 25.000.000= Rp 14.608.000 (Ujrah/orang). 
Kemudian, setelah tahap-tahap yang dilakukan untuk melakukan 
pembiayaan ijărah untuk dana talangan Umroh pada PT. FIF Kotabumi 
(AMITRA). Peneliti akan menjelaskan tentang perhitungan pemberian 
Upah (ujrah) sesuai yang terjadi di PT. FIF (AMITRA) cabang 
Kotabumi.Informan ke-empat  yaitu dengan  Ibu Khusnawati 
Mengatakan
86: “Beliau ingin melakukan Ibadah umroh dengan 
menggunakan akad ijărah di PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi ini. 
Setelah melakukan registrasi dengan memberikan ketentuan dan syarat-
syarat yang diberikan oleh PT.FIF Kotabumi”. 
3. Ibu Khusnawati ini memberikan uang muka yang telah ditentukan PT. FIF 
(AMITRA)  oleh sebesar Rp 5.000.000,-/orang,. Ibu Khusnawati berniat 
melakukan ibadah Umroh, biaya umroh yang telah ditetapkan dari PT. FIF 
(AMITRA) sebesar Rp25.000.000,-/orang. 
Adapun mekanismenya:  
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 Biaya umroh Rp25.000.000,-/orang,-  Uang muka total Ibu 
Khusnawati adalah Rp. 5.000.000,-  Jadi kekurangan biaya Umroh  Rp 
25.000.000– Rp 5.000.000 = Rp 20.000.000,-/orang. Biaya Qardh yang 
harus dibayar oleh Ibu Khusnawati sebesar Rp.20.000.000 selanjutnya 
pihak PT. FIF (AMITRA) telah menetapkan berapa besarnya upah 
berdasarkan Ujrah yang telah tertera pada brosur terhadap pelaksanaan 
Akad Ijărah tersebut, akhirnya kedua belah sepakat untuk memberikan 
Ujrah dari kekurangan biaya umroh tersebut. Dan nasabah telah sanggup 
untuk membayar cicilan kekurangan biaya umroh tersebut selama 3 
tahun. 
Kekurangan biaya Umroh per orang Rp 20.000.000,-: 36 bulan karena 
3 tahun = Rp 850.000,-/bulan. 
Jadi ujrah per orang: Rp 850.000 x 36(Bulan) + Rp 5.000.000= 
Rp35.600.000– Rp 25.000.000= Rp 10.600.000 (Ujrah/orang). 
Tahap-tahap yang dilakukan untuk melakukan pembiayaan ijărah 
untuk dana talangan Umroh pada PT. FIF Kotabumi (AMITRA). Peneliti 
akan menjelaskan tentang perhitungan pemberian Upah (ujrah) sesuai 
yang terjadi di PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi. Informan ke-lima 
yaitu dengan  Ibu Lili Mengatakan
87: “Beliau ingin melakukan Ibadah 
umroh dengan menggunakan akad Ijarah di PT. FIF (AMITRA) cabang 
Kotabumi ini. Setelah melakukan registrasi dengan memberikan 
ketentuan dan syarat-syarat yang diberikan oleh PT. FIF Kotabumi”. 
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 4. Ibu Lili ini memberikan uang muka yang telah ditentukan PT. FIF 
(AMITRA)  sebesar Rp 5.000.000,-/orang. Ibu Lili berniat melakukan 
ibadah Umroh, biaya umroh yang telah ditetapkan dari PT. FIF 
(AMITRA) sebesar Rp25.000.000,-/orang. 
Adapun mekanismenya:  
Biaya umroh Rp25.000.000,-/orang,-  Uang muka total Ibu Lili adalah 
Rp. 5.000.000,-  Jadi kekurangan biaya Umroh  Rp 25.000.000– Rp 
5.000.000 = Rp 20.000.000,-  /orang.Biaya Qardh yang harus dibayar 
oleh Ibu Lili adalah Rp.20.000.000 selanjutnya pihak PT. FIF (AMITRA) 
Telah menetapkan berapa besarnya upah berdasarkan Ujrah yang telah 
tertera pada brosur terhadap pelaksanaan Akad Ijarah tersebut, akhirnya 
kedua belah sepakat untuk memberikan Ujrah dari kekurangan biaya 
umroh tersebut. Dan nasabah telah sanggup untuk membayar cicilan 
kekurangan biaya umroh tersebut selama 1 tahun ½(18 bulan) . 
Kekurangan biaya Umroh per orang Rp 20.000.000,-: 18 Bulan = Rp 
1.394.000,-/bulan. 
Jadi ujrah per orang: Rp1.394.000. x 18(Bulan) + Rp 5.000.000= 
Rp30.092.000– Rp 25.000.000= Rp 5.092.000 (Ujrah/orang). 
Setelah itu, tahap-tahap yang dilakukan untuk melakukan pembiayaan 
ijărahuntuk dana talangan Umroh pada PT. FIF Kotabumi (AMITRA). 
Peneliti akan menjelaskan tentang perhitungan pemberian Upah (Ujrah) 
sesuai yang terjadi di PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi. Dengan 
 informan ke-enam yaitu dengan Bapak Sugianto  beliau Mengatakan
88
: 
“Beliau ingin melakukan Ibadah umroh dengan menggunakan akad Ijărah 
di PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi ini. Setelah melakukan registrasi 
dengan memberikan ketentuan dan syarat-syarat yang diberikan oleh 
PT.FIF Kotabumi”. 
5. Bapak Sugianto memberikan uang muka yang telah ditentukan PT. FIF 
(AMITRA)  oleh sebesar Rp 5.000.000,-/orang. Bapak Khaidir berniat 
melakukan ibadah Umroh, biaya umroh yang telah ditetapkan dari PT. FIF 
(AMITRA) sebesar Rp25.000.000,-/orang. 
Adapun mekanismenya:  
Biaya umroh Rp25.000.000,-/orang,-  Uang muka total Bapak 
Sugianto adalah Rp. 5.000.000,-  Jadi kekurangan biaya Umroh  Rp 
25.000.000– Rp 5.000.000 = Rp 20.000.000,-/orang. Biaya Qardh yang 
harus dibayaroleh Bapak Sugianto sebesar Rp. 20.000.000 selanjutnya 
pihak PT. FIF (AMITRA) Telah menetapkan berapa besarnya upah 
berdasarkan ujrah yang telah tertera pada brosur terhadap pelaksanaan 
Akad ijărah tersebut, akhirnya kedua belah sepakat untuk memberikan 
ujrah dari kekurangan biaya umroh tersebut. Dan nasabah telah sanggup 
untuk membayar cicilan kekurangan biaya umroh tersebut selama 3 
tahun. 
Kekurangan biaya Umroh per orang Rp 20.000.000,-: 36 bulan karena 
3 tahun = Rp 850.000,-/bulan. 
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 Jadi ujrah per orang: Rp 850.000x 36 (Bulan) + Rp 5.000.000= 
Rp35.600.000– Rp 25.000.000= Rp 10.600.000 (Ujrah/orang). 
Kemudian, setelah tahap-tahap yang dilakukan untuk melakukan 
pembiayaan ijărah untuk dana talangan Umroh pada PT. FIF Kotabumi 
(AMITRA). 
Setelah itu, tahap-tahap yang dilakukan untuk melakukan pembiayaan 
ijărahuntuk dana talangan Umroh pada PT. FIF Kotabumi (AMITRA). 
Peneliti akan menjelaskan tentang perhitungan pemberian Upah (Ujrah) 
sesuai yang terjadi di PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi. 
 Peneliti akan menjelaskan tentang perhitungan pemberian Upah (Ujrah) 
sesuai yang terjadi di PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi. Dengan 
informan ke-tujuh yaitu dengan Ibu Boti  beliau Mengatakan
89: “Beliau 
ingin melakukan Ibadah umroh dengan menggunakan akad Ijărah di PT. 
FIF (AMITRA) cabang Kotabumi ini. Setelah melakukan registrasi 
dengan memberikan ketentuan dan syarat-syarat yang diberikan oleh 
PT.FIF Kotabumi”. 
6. Ibu Boti memberikan uang muka yang telah ditentukan PT. FIF 
(AMITRA)  oleh sebesar Rp 7.500.000,-/orang. Ibu Boti berniat 
melakukan ibadah Umroh, biaya umroh yang telah ditetapkan dari PT. FIF 
(AMITRA) sebesar Rp25.000.000,-/orang. 
Adapun mekanismenya:  
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 Biaya umroh Rp25.000.000,-/orang,-  Uang muka total Ibu Boti 
adalah Rp. 7.500.000,-  Jadi kekurangan biaya Umroh  Rp 25.000.000– 
Rp 7.500.000 = Rp 17.500.000,-/orang. Biaya Qardh yang harus dibayar 
oleh ibu Boti adalah Rp.17.500.000 selanjutnya pihak PT. FIF (AMITRA) 
Telah menetapkan berapa besarnya upah berdasarkan ujrah yang telah 
tertera pada brosur terhadap pelaksanaan Akad ijărah tersebut, akhirnya 
kedua belah sepakat untuk memberikan ujrah dari kekurangan biaya 
umroh tersebut. Dan nasabah telah sanggup untuk membayar cicilan 
kekurangan biaya umroh tersebut selama 1 Tahun. 
Kekurangan biaya Umroh per orang Rp 17.500.000,-: 12bulan karena 
1 tahun = Rp 1.707.000,-/bulan. 
Jadi ujrah per orang: Rp 1.707.000 x 12 (Bulan) + Rp 7.500.000= 
Rp27.984.000– Rp 25.000.000= Rp 2.984.000 (Ujrah/orang). 
Kemudian, setelah tahap-tahap yang dilakukan untuk melakukan 
pembiayaan ijărah untuk dana talangan Umroh pada PT. FIF Kotabumi 
(AMITRA). 
Setelah itu, tahap-tahap yang dilakukan untuk melakukan pembiayaan 
ijărahuntuk dana talangan Umroh pada PT. FIF Kotabumi (AMITRA). 
Peneliti akan menjelaskan tentang perhitungan pemberian Upah (Ujrah) 
sesuai yang terjadi di PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi. Dengan 
informan ke-delapan yaitu dengan Bapak Nasrun  beliau Mengatakan
90
: 
“Beliau ingin melakukan Ibadah umroh dengan menggunakan akad 
Ijărahdi PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi ini. Setelah melakukan 
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 registrasi dengan memberikan ketentuan dan syarat-syarat yang diberikan 
oleh PT.FIF Kotabumi”. 
7. Bapak Nasrun memberikan uang muka yang telah ditentukan PT. FIF 
(AMITRA)  oleh sebesar Rp 7.500.000,-/orang. Bapak Nasrun berniat 
melakukan ibadah Umroh, biaya umroh yang telah ditetapkan dari PT. FIF 
(AMITRA) sebesar Rp25.000.000,-/orang. 
Adapun mekanismenya:  
Biaya umroh Rp25.000.000,-/orang,-  Uang muka total Bapak Nasrun 
adalah Rp. 7.500.000,-  Jadi kekurangan biaya Umroh  Rp 25.000.000– 
Rp 7.500.000 = Rp 17.500.000,-/orang. Biaya Qardh yang harus 
dibayaroleh bapak Nasrun sebesar Rp.17.500.000 selanjutnya pihak PT. 
FIF (AMITRA) Telah menetapkan berapa besarnya upah berdasarkan 
ujrah yang telah tertera pada brosur terhadap pelaksanaan Akad ijărah 
tersebut, akhirnya kedua belah sepakat untuk memberikan ujrah dari 
kekurangan biaya umroh tersebut. Dan nasabah telah sanggup untuk 
membayar cicilan kekurangan biaya umroh tersebut selama 9 Bulan. 
Kekurangan biaya Umroh per orang Rp 17.500.000,-: 9bulan karena 
mengambil 9 bulan= Rp 2.196.000,-/bulan. 
Jadi ujrah per orang: Rp 2.196.000x 9 (Bulan) + Rp 7.500.000= 
Rp27.264.000– Rp 25.000.000= Rp 2.196.000 (Ujrah/orang). 
Kemudian, setelah tahap-tahap yang dilakukan untuk melakukan 
pembiayaan ijărah untuk dana talangan Umroh pada PT. FIF Kotabumi 
(AMITRA). 
 Setelah itu, tahap-tahap yang dilakukan untuk melakukan pembiayaan 
ijărahuntuk dana talangan Umroh pada PT. FIF Kotabumi (AMITRA). 
Peneliti akan menjelaskan tentang perhitungan pemberian Upah (Ujrah) 
sesuai yang terjadi di PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi. Dengan 
informan ke-sembilan yaitu dengan Bapak Herman beliau Mengatakan
91
:  
“Beliau ingin melakukan Ibadah umroh dengan menggunakan akad 
Ijărah di PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi ini. Setelah melakukan 
registrasi dengan memberikan ketentuan dan syarat-syarat yang diberikan 
oleh PT.FIF Kotabumi”. 
8. Bapak Herman memberikan uang muka yang telah ditentukan PT. FIF 
(AMITRA)  oleh sebesar Rp 5.000.000,-/orang. Bapak Herman berniat 
melakukan ibadah Umroh, biaya umroh yang telah ditetapkan dari PT. FIF 
(AMITRA) sebesar Rp25.000.000,-/orang. 
Adapun mekanismenya:  
Biaya umroh Rp25.000.000,-/orang,-  Uang muka total Bapak Herman 
adalah Rp. 5.000.000,-  Jadi kekurangan biaya Umroh  Rp 25.000.000– 
Rp 5.000.000 = Rp 20.000.000,-/orang. Biaya Qardh yang harus dibayar 
oleh Bapak Herman sebesar Rp.20.000.000 selanjutnya pihak PT. FIF 
(AMITRA) Telah menetapkan berapa besarnya upah berdasarkan ujrah 
yang telah tertera pada brosur terhadap pelaksanaan Akad ijărah tersebut, 
akhirnya kedua belah sepakat untuk memberikan ujrah dari kekurangan 
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 biaya umroh tersebut. Dan nasabah telah sanggup untuk membayar cicilan 
kekurangan biaya umroh tersebut selama 3 tahun. 
Kekurangan biaya Umroh per orang Rp 20.000.000,-: 36 bulan karena 
3 tahun = Rp 850.000,-/bulan. 
Jadi ujrah per orang: Rp 850.000x 36 (Bulan) + Rp 5.000.000= 
Rp35.600.000– Rp 25.000.000= Rp 10.600.000 (Ujrah/orang). 
Kemudian, setelah tahap-tahap yang dilakukan untuk melakukan 
pembiayaan ijărah untuk dana talangan Umroh pada PT. FIF Kotabumi 
(AMITRA). Peneliti akan menjelaskan tentang perhitungan pemberian 
Upah (ujrah) sesuai yang terjadi di PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi. 
Informan ke-sepuluh yaitu dengan  Ibu Sumiati Mengatakan
92: “Beliau 
ingin melakukan Ibadah umroh dengan menggunakan akad ijărah di PT. 
FIF (AMITRA) cabang Kotabumi ini. Setelah melakukan registrasi 
dengan memberikan ketentuan dan syarat-syarat yang diberikan oleh PT. 
FIF Kotabumi”. 
9. Ibu Sumiati ini memberikan uang muka yang telah ditentukan PT. FIF 
(AMITRA)  oleh sebesar Rp 5.000.000,-/orang,. Ibu Sumiati berniat 
melakukan ibadah Umroh, biaya umroh yang telah ditetapkan dari PT. FIF 
(AMITRA) sebesar Rp25.000.000,-/orang. 
Mekanismenya:  
Biaya umroh Rp25.000.000,-/orang,-  Uang muka total Ibu Sumiati 
adalah Rp. 5.000.000,-  Jadi kekurangan biaya Umroh  Rp 25.000.000– 
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 Rp 5.000.000 = Rp 20.000.000,-/orang.Biaya Qardh yang harus dibayar 
oleh Ibu Sumiati sebesar Rp.20.000.000 selanjutnya pihak PT. FIF 
(AMITRA) telah menetapkan berapa besarnya upah berdasarkan Ujrah 
yang telah tertera pada brosur terhadap pelaksanaan Akad Ijărah tersebut, 
akhirnya kedua belah sepakat untuk memberikan Ujrah dari kekurangan 
biaya umroh tersebut. Dan nasabah telah sanggup untuk membayar cicilan 
kekurangan biaya umroh tersebut selama 3 tahun. 
Kekurangan biaya Umroh per orang Rp 20.000.000,-: 36 bulan karena 
3 tahun = Rp 850.000,-/bulan. 
Jadi ujrah per orang: Rp 850.000 x 36(Bulan) + Rp 5.000.000= 
Rp35.600.000– Rp 25.000.000= Rp 10.600.000 (Ujrah/orang). 
Menurut penuturan para nasabah yang telah di wawancarai ada yang 
menyatakan keberatan atas ujrah yang telah ditetapkan tanpa adanya 
musyawarah terlebih dahulu, tetapi hanya  PT. FIF (AMITRA) sajalah 
yang mampu memberangkatkan para nasabah ke Tanah Suci untuk 
Beribadah tanpa harus melunasi terlebih dahulu biaya yang sudah 
disepakati. Selain itu, menurut penuturan para nasabah PT. FIF 
(AMITRA) ini sangat cepat dan mempermudah nasabah dalam memproses 
dokumen baik paspor maupun keperluan yang lainnya sehingga PT. FIF 
(AMITRA) termasuk kedalam biro perjalanan umroh yang cepat dalam 
memberangkatkan para nasabahnya serta telah memiliki Platform Syariah 
dari Dewan Pengawas Syariah yang dimana . 
 Kemudian, tahap-tahap yang dilakukan untuk melakukan pembiayaan 
ijărah untuk dana talangan Umroh pada PT. FIF Kotabumi (AMITRA) 
Peneliti akan menjelaskan tentang perhitungan pemberian Upah (ujrah) 
sesuai yang terjadi di PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi.  
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti Pelaksanaan Akad 
ijărah adalah sebagai berikut:  
1. Para nasabah melihat brosur yang isinya tentang dana talangan umroh 
dengan menggunakan Akad ijărah.  
2. Kemudian para nasabah tersebut mendatangi  PT. FIF (AMITRA) 
Cabang Kotabumi dan menanyakan bagaimana cara untuk ikut talangan 
umroh tersebut.  
3. PT. FIF (AMITRA) Cabang Kotabumi menjelaskan kepada Nasabah 
dan memberitahukan apa saja syarat dan ketentuannya.  
4. Setelah syarat dan ketentuan terpenuhi, Para Nasabah melakukan 
pembayaran uang muka kepada pihak PT. FIF (AMITRA) Cabang 
Kotabumi. Para Nasabah memberikan Uang Muka. 
5. Setelah itu, PT. FIF (AMITRA) Cabang Kotabumi yang menentukan, 
menghitung dan menjelaskan kekurangan biaya umroh yang harus 
dibayar oleh para nasabah, karena mereka ingin melakukan sisa 
pembayaran selama berapa tahun yang mereka sepakati.  
6. Setelah para nasabah lainnya menyetujui perhitungan pembayaran 
kekurangan biaya umroh maka dilanjutkan membuat paspor ke kantor 
imigrasi dan ditemani oleh pihak PT. FIF (AMITRA) Cabang 
 Kotabumi, dan biaya pembuatan paspor ditanggung oleh para nasabah 
sendiri kemudian dilanjutkan dengan cek kesehatan serta suntik 
miningitis sebelum pemberangkatan umroh.  
7. Sebelum pemberangkatan para Nasabah lainnya mendapatkan fasilitas 
seperti, bimbingan manasik di tanah air dan tanah suci, pembimbing 
atau tour leader, perlengkapan (koper, tas kecil, seragam, kain 
ihram/mukena dan bergo, syal, buku do‟a dan buku panduan, ID 
Card/kartu pengenal), visa umroh, tiket pesawat pulang pergi, bis AC 
selama di tanah suci, Hotel sesuai paket/program, makan 3x sehari. City 
tour di Madinah Makkah dan Jeddah, Air zam-zam 5 liter, dan tiket 
lokal dan handling. 
8. Setelah semua urusan terselesaikan, maka para nasabah tersebut hanya 











 BAB IV 
ANALISIS DATA 
A. Praktik Akad Talangan Pembiayaan Umroh Melalui  Jasa Keuangan  PT. 
FIF Kotabumi 
 
Pada produk dari PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi yaitu Qardh Wal 
Ijarah untuk dana talangan umroh. Ketika ada calon anggota yang ingin 
mengikuti pelaksanaan akadqardh wal ijărah tersebut, pihak PT. FIF 
(AMITRA) cabang Kotabumi akan menjelaskan bagaimana syarat dan 
ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon anggota.  
Setelah anggota mengetahui syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan 
oleh PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi, anggota harus menyerahkan 
syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk mengikuti akad qardh wal ijărah 
tersebut. Setelah semua syarat dan ketentuan telah dipenuhi oleh calon 
anggota Umroh, maka anggota wajib membayar uang muka sebesar yang 
ingin diberikan kepada pihak PT. FIF (AMITRA) dan disini mayoritas 
nasabah memberikan uang muka sebesar Rp5.000.000,-/orangserta membayar 
ujrah yang telah ditetapkan oleh pihak PT. FIF (AMITRA).  
Setelah membayar uang muka, pihak PT. FIF (AMITRA) cabang 
Kotabumi akan menanyakan kepada anggota berapa jangka waktu yang 
diinginkan anggota untuk melunasi biaya umroh tersebut dan menjelaskan 
bagaimana cara membayar biaya kekurangan umroh tersebut pihak PT. FIF 
(AMITRA) para nasabah apabila biaya kekurangan qardh tidak harus dilunasi 
dengan waktu yang telah disepakati namun  jika para nasabah ingin berangkat 
umroh dapat dijadwalkan, tetapi ditekankan nantinya jamaah atau para 
 nasabah setelah pulang dari ibadah umroh harus menyelesaikan pembayaran 
pinjaman yang waktu pelunasan telah disepakati dalam akad qardh 
(pinjaman) yang telah dilakukan oleh nasabah/jama‟ah ibadah umroh..  
Karena menggunakan akad qardh wal ijărah maka pihak PT. FIF (AMITRA) 
cabang Kotabumi berhak untuk mendapatkan ujrah atau imbalan dari 
fasilitas-fasilitas yang akan PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi berikan 
kepada anggota keterkaitannya dengan pelaksanaan umroh.  Ujrah yang 
ditetapkan PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi sesuai dengan fasilitas-
fasilitas yang telah PT. FIF (AMITRA) diberikan kepada anggota.  
Setelah anggota menyetujui tentang biaya yang harus dibayarkan, maka 
akan diproses pelaksanaan umroh tersebut. Anggota umroh akan diantarkan 
oleh pihak PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi ke balai imigrasi untuk 
melakukan pembuatan paspor, dan untuk biaya pembuatan paspor ditanggung 
oleh anggota umroh. Setelah urusan tersebut selesai akan dilanjutkan untuk 
melakukan cek kesehatan dan suntik miningitis sebelum pemberangkatan 
umroh. paspor, dan untuk biaya pembuatan paspor ditanggung oleh anggota 
umrah karena pada awal akad pihak PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi 
telah menjelasakan apa apa saja yang fasilitias yang diberikan kepada 
nasabah dari PT. FIF (AMITRA) yaitu kecuali pembuatan paspor dan suntik 
miningitis tersebut ditanggung oleh para nasabah. 
Jadi berdasarkan penjelasan diatas peneliti dapat simpulkan bahwa praktik 
akad talangan pembiayaan umroh melalui  jasa keuangan  PT. FIF Kotabumi 
tentang dana talangan umroh dengan menggunakan akad Qardh Wal Ijărah. 
 Dalam pelaksanaannya praktik pembiayaan talangan umroh di PT. FIF 
(AMITRA) mendapatkan keuntungan ujrah dengan melihat jangka waktu 
pelunasan nasabah bukan mendapatkan dari upah/jasa administrasi yang 
diberikan PT. FIF kepada para nasabah.  
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Talangan Pembiayaan Umroh 
Melalui  Jasa Keuangan  PT. FIF Kotabumi 
 
   Dalam pelaksanaan obyek talangan biaya umroh pada jasa keuangan 
(FIF) di Kotabumi menunjukkan adanya dua unsur yang tidak sesuai dengan 
pandangan hukum Islam yaitu: 
     Terdapat penambahan uang didalam akad Qardh Wal Ijărah yang 
mengandung unsur riba. Bahwa riba adalah sesuatu yang diharamkan dalam 
Islam,hal ini dikarenakan makna riba sendiri adalah tambahan atau (Ziyadah) 
tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang 
diperjanjikan sebelumnya, yang dikenal dengan istilah riba nasi‟ah. Atau 
dapat dikatakan suatu keuntungan moneter tanpa ada nilai imbangan yang 
ditetapkan untuk salah satu dari dua pihak yang mengadakan kontrak dalam 
pertukaran dua nilai moneter.
93
 Dalam besarnya keuntungan tergantung pada 
uang muka (Down Payment) dan  lamanya masa pelunasan (masa angsuran) 
yang ditetapkan oleh pihak PT. FIF cabang Kotabumi. Dalam  hal ini  
sebenarnya angsuran atau cicilan yang diambil oleh jamaah umroh memang 
kecil (terjangkau), akan tetapi apa bila kita kalikan berapa lama waktu yang 
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 diambil dalam mencicil uang tersebut ujrah yang di dapat pihak pembiyaan 
bisa mencapai 30-40 persen dari keuntungan. 
Hasil dari keuntungan yang telah didapat dari pelunasan dan besarnya 
ujrah, akan dilimpahkan untuk pembiyayaan talangan umroh bagi calon 
nasabah yang baru yang sebagaimana biasa dilakukan oleh talangan 
pembiayaan konvensionalpada umumnya.  
.Berdasarkan Firman Allah SWT yang berbunyi: 
                         
                        
  ةدءائم لا() 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. 
(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut 




       Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang beriman 
memenuhi akad antar mereka. Akad ini disebutkan secara umum. Tidak 
menunjukan akad tertentu. Artinya secara prinsip semua akad diperbolehkan 
oleh Allah, lalu setiap mukmin wajib untuk memenuhi akad-akad tersebut. 
Termasuk jual beli, sewa-menyewa dan nikah. Serta segala yang termasuk 
kedalam kategori akad jika terdapat perbedaan mengenai boleh tidaknya suatu 
akad, sah dan berlakunya suatu nadzar. Ayat diatas dapat dijadikan suatu 
dalil karena keumumannya tersebut menunjukan kebolehan segala bentuk 
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 akad, termasuk akad pinjam-meminjam (kafălah), sewa-menyewa/upah, jual-
beli, dan sebagainya 
Dalam bermuamalah dalam Islam sudah terdapat firman Allah SWT yang 
berbunyi: 
          .... ةرقاب لا() 
Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 




Dari penjelasan di atas bahwa pandangan hukum Islam tentang akad 
talangan pembiayaan umroh melalui jasa keuangan  PT. FIF Kotabumi 
menggunakan akad Qardh Wal Ijărah dilihat dari pelaksanaan akad tidak 
sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN No: 29/DSN-
MUI/VI/2002 yang dimana besar imbalan jasa al-ijărah tidak boleh 
didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh atau ketentuan hukum Islam 
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 BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan beberapa pembahasan dan analisis yang telah diuraikan, maka 
penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Praktik akad talangan pembiayaan umroh melalui  jasa keuangan  PT. FIF 
Kotabumi tentang dana talangan umroh dengan menggunakan akad Qardh 
Wal Ijărah. Dalam pelaksanaannya praktik pembiayaan talangan umroh di 
PT. FIF (AMITRA) mendapatkan keuntungan ujrah dengan melihat 
jangka waktu pelunasan nasabah bukan mendapatkan hasil keuntungan 
dari upah/jasa administrasi yang diberikan PT. FIF kepada para nasabah.  
2. Pandangan hukum Islam tentang akad talangan pembiayaan umroh melalui 
jasa keuangan  PT. FIF Kotabumi menggunakan akad Qardh Wal Ijărah 
dilihat dari pelaksanaan akad belum sesuai dengan apa yang telah 
ditetapkan dalam fatwa DSN No: 29/DSN-MUI/VI/2002 yang dimana 
besar imbalan jasa al-ijărah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan 
Al-Qardh atau ketentuan hukum Islam rentan mengandung unsur riba. 
B. SARAN 
1. PT. FIF perlu memberikan kejelasan akad yang digunakan untuk produk 
dana talangan umroh, dan memberikan kejelasan kepada 
nasabah/masyarakat untuk ujrah yang telah ditentukan dan sejatinya 
dilakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum melaksanakan Ijab dan 
Qobul. 
 2. Sebaiknya PT. FIF kotabumi dalam pemberangkatan jamaah umroh para 
nasabah diwajibkan melunasi terlebih dahulu sisa tanggungannya, agar 
setelah nasabah pulang dari Ibadah umroh tidak ada beban dalam 
pelunasan. 
3. Kepada insan akademik sedianya penelitian ini dapat memberikan rujukan 
awal atau sementara, yang kemudian dikembangkan penelitian yang lebih 
mendalam sehingga dapat memberikan manfaat bagi pengembang ilmu 
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